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Perkembangan ekonomi merupakan faktor penting karena 
merupakan cerminan dari seluruh kegiatan sektoral masyarakat. 
Perkembangan ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah, 
yang secara teori semakin tinggi kontribusi pendapatan daerah semakin 
tinggi kemampuan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Hal 
ini dapat diartikan sebagai kemandirian daerah dalam membiayai 
kebutuhan daerah itu sendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan 
ekonomi di daerah dilihat dari faktor pertumbuhan pendapatan perkapita, 
tingkat investasi dan tingkat industrialisasi terhadap kemandirian 
daerah,variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kemandirian 
daerah, perbedaan tingkat kemandirian daerah diantara kabupaten dan kota 
di Wilayah Soloraya serta perbedaan tingkat kemandirian daerah pada era 
sebelum dan setelah krisis ekonomi. Alat analisis yang dipergunakan 
dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dengan pengolahan 
data menggunakan bantuan program SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan/ bersama-
sama pendapatan perkapita, tingkat investasi dan tingkat industrialisasi 
signifikan berpengaruh terhadap besarnya derajat desentralisasi yang 
menjadi ukuran kemandirian daerah, namun secara individual hanya 
tingkat industrialisasi yang signifikan berpengaruh terhadap derajat 
desentralisasi serta menjadi variabel yang paling dominan. Selain itu 
terdapat perbedaan tingkat derajat desentralisasi diantara Kabupaten dan 
Kota di Wilayah Soloraya serta perbedaan tingkat derajat desentralisasi 
antara era sebelum dan setelah krisis ekonomi.  
 






















Economic growth is an important factor cause illustration of public 
sectoral. Economic growth will be growing up local revenues, whereas in 
theory,  local goverment income contributions increased will be increasing 
local capability to finance local goverment. 
This case study analysis aim to know local economic growth effects 
perspective from Gross National Product growth, Investment Level, 
Industrialization Level to Local Goverment Autonomy, finding the 
dominant factor, Local Goverment Autonomy difference betwen local 
goverments at Soloraya Areas, and   Local Goverment Autonomy 
difference betwen before and after economic crisis. The analysis models in 
this case study analysis is regression models with pooled data by SPSS 
Program.  
The result of this case study analysis is simultaneous : Gross 
National Product growth, Investment Level, Industrialization Level 
influence to Desentralization Degrees that the measure of Local 
Goverment Autonomy, but individuality only  Industrialization Level 
influence to Desentralization Degrees and became the dominant factor. 
And than founded Local Goverment Autonomy difference betwen local 
goverments at Soloraya Areas, and   Local Goverment Autonomy 
difference betwen before and after economic crisis.  
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Lampiran  I : Data Penelitian 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Dalam Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa 
desentralisasi berarti penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah 
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan 
desentralisasi akan mendorong pelaksanaan pembangunan yang 
menyeluruh di daerah. Hal ini disebabkan oleh makin terbukanya peluang 
bagi daerah untuk memanfaatkan sumber daya dan sumber pendanaan 
yang dimiliki.  
Keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi tidak dapat 
dilepaskan dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena untuk 
dapat menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan 
pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat diperlukan sumber-sumber 
pendanaan (Joseph Riwu, 1998: 252). Kemampuan keuangan ini 
merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi 
suatu daerah, karena menunjukkan kemandirian daerah. Kemandirian 
 xx 
daerah tidak hanya diartikan kemandirian dari sisi keuangan pemerintah 
daerah terhadap pemerintah pusat, tetapi lebih luas lagi dari sisi ekonomi 
dimana daerah benar-benar mampu membangun perekonomian di semua 
sektor pembangunan. 
Pembangunan di daerah pada dasarnya ditujukan untuk memacu 
pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses 
pembangunan di daerah diharapkan mampu meningkatkan prakarsa dan 
peran aktif masyarakat serta mengoptimalkan pendayagunaan potensi 
daerah. Pembangunan daerah dipandang sebagai suatu proses dimana 
pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengelola sumber daya dan 
peluang-peluang yang ada yang membentuk pola kemitraan diantara 
keduanya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut 
(Edy Suandi, 2006: 160).  
Salah satu tolok ukur baik buruknya perekonomian suatu daerah 
dapat ditinjau dari aspek tingkat pertumbuhan ekonomi, karena  indikator 
sasaran utama keberhasilan perkembangan perekonomian diantaranya 
adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Simon Kuznets dalam teori 
pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi ditandai oleh 3 (tiga) ciri pokok, 
yakni laju pertumbuhan pendapatan perkapita yang nyata, distribusi 
angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber 
nafkahnya serta pola persebaran penduduk (Sumitro, 1994: 55).  
Menurut Mazhab Klasik tentang perkembangan ekonomi, untuk 
terus berlangsungnya perkembangan ekonomi harus ada akumulasi kapital 
 xxi 
yang berasal dari investasi dan tabungan. Investasi merupakan salah satu 
mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, sumber investasi biasanya 
bersumber dari tabungan domestik dan pihak luar (Sumitro, 1994: 27-32). 
Perkembangan ekonomi merupakan faktor penting karena 
merupakan cerminan dari seluruh kegiatan sektoral masyarakat. 
Perkembangan ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah 
yang diperoleh melalui pajak, retribusi dan penerimaan lain. Secara teori, 
semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan semakin tinggi 
kemampuan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri akan 
menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Hal tersebut dapat 
diartikan sebagai kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan daerah 
dan mendukung pelaksanaan desentralisasi.   
Dalam kaitan dengan perkembangan ekonomi daerah, diketahui 
bahwa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 
menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 
daerah pada kurun waktu tahun 1990-2005  di Wilayah Soloraya 
mengalami pertumbuhan yang menurun, dimana pada rentang tahun 1990-
1995 pertumbuhan PDRB  atas dasar harga konstan sebesar 32,00% , pada 
rentang tahun 1995-2000 sebesar 29,00% dan pada rentang tahun 2000-
2005 sebesar 5,00% (gambaran selengkapnya lihat Tabel 1.1).  
 
Tabel 1.1 PDRB  Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten  dan  Kota 




Kota 1990 1995 2000 2005 
1990- 1995- 2000-
 xxii 
1995 2000 2005 
  Rp. Rp. Rp. Rp. % % % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Surakarta 375.820,63 1.258.960,50 2.990.464,32 3.858.169,65 35,00 23,00 7,00 
Klaten 390.294,43 1.177.447,97 3.332.343,53 4.160.998,70 32,00 29,00 5,00 
Boyolali 270.995,68 884.481,69 2.984.872,31 3.456.062,12 35,00 35,00 5,00 
Sukoharjo 275.261,00 1.062.628,27 3.270.893,39 3.941.788,46 41,00 32,00 5,00 
Karanganyar 469.424,49 1.120.785,44 3.201.597,27 4.188.330,50 23,00 29,00 7,00 
Sragen 245.530,47 664.417,68 1.907.232,58 2.322.059,23 29,00 29,00 5,00 
Wonogiri 285.817,00 703.695,44 2.072.109,67 2.426.197,98 26,00 32,00 5,00 
Jumlah 2.313. 143,70 6.872.416,99 19.759.513,07 24.353.606,64 32,00 29,00 5,00 
Sumber : Kabupaten dan Kota ( di Wilayah Soloraya) dalam Angka 
Tahun 1990,  




Perkembangan pendapatan perkapita di Wilayah Soloraya secara 
keseluruhan pada kurun waktu tahun 1990-2005  mengalami pertumbuhan 
yang menurun dari 32% pada kurun waktu tahun 1990-1995, menjadi 29% 
pada kurun waktu tahun 1995-2000, dan 5% pada kurun waktu tahun 
2000-2005, walaupun secara parsial di beberapa kabupaten (Karanganyar, 
Sragen dan Wonogiri) mengalami konjungtur naik-turun (lihat Tabel 1.2). 
Perbedaan besarnya laju pertumbuhan pendapatan perkapita dan laju 
pertumbuhan PDRB ini terjadi dikarenakan tingkat pertumbuhan 
penduduk di Wilayah Soloraya. 
 
Tabel 1.2 Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 
Kabupaten  dan  Kota di  Wilayah Soloraya Tahun 1990 - 












  Rp. Rp. Rp. Rp. % % % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Surakarta 717.555,92 2.359.247,46 5.452.991,79 7.220.682,75 35,00 23,00 7,00 
Klaten 331.015,79 972.613,60 2.656.913,59 3.240.867,74 32,00 29,00 5,00 
Boyolali 312.317,00 989.967,00 3.243.154,00 3.675.934,00 35,00 35,00 2,00 
Sukoharjo 398.609,49 1.455.776,81 4.190.299,50 4.702.076,64 38,00 29,00 2,00 
Karanganyar 666.689,00 1.502.328,00 4.065.231,00 5.022.767,00 23,00 29,00 5,00 
Sragen 291.760,51 764.394,35 2.257.365,82 2.673.655,64 26,00 32,00 5,00 
Wonogiri 278.562,13 665.844,83 1.870.695,61 2.167.614,57 23,00 29,00 5,00 
Jumlah 2.996.509,84 8.710.172,05 23.736.651,31 28.703.598,34 32,00 29,00 5,00 
Sumber : Kabupaten dan Kota ( di Wilayah Soloraya) dalam Angka 
Tahun 1990,  
 1995, 2000, 2005 
 
Perkembangan tingkat Industrialisasi yang merupakan rasio 
kontribusi sektor industri pengolahan atas total PDRB pada kurun waktu 
tahun 1990-2005 di Wilayah Soloraya rata-rata meningkat dari tahap 
”menuju proses industrialisasi” menjadi tahap ”semi industrialisasi” , 
walaupun di kabupaten Wonogiri masih berada pada tahap ”non 
industrialisasi” (lihat Tabel 1.3). Sedangkan perkembangan Investasi 
Penanaman Modal Dalam Negeri pada kurun waktu tahun 1990-2005 di 
Wilayah Soloraya mengalami pertumbuhan yang positif, dimana pada 
rentang tahun 1990-1995 pertumbuhannya sebesar 5,00% , pada rentang 
tahun 1995-2000 sebesar 5,00% dan pada rentang tahun 2000-2005 
sebesar 20,00% (gambaran selengkapnya lihat Tabel 1.4). 
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Tabel 1.3 Tingkat Industrialisasi Kabupaten  dan  Kota di  Wilayah 
Soloraya Tahun 1990 - 2005  (dalam %))* 
 
Kabupaten/Kota 1990 1995 2000 2005 







































































*Keterangan : Tahapan Industrialisasi menurut Suseno dalam Indikator 
Ekonomi (1990: 22)  
- Non Industrialisasi  : < 10 
- Menuju proses Industrialisasi : 10-20  
- Semi-Industrialisasi  : 20-30 
- Industrialisasi Penuh  : > 30 
Sumber : Kabupaten dan Kota ( di Wilayah Soloraya) dalam Angka 
Tahun 1990,  









Tabel 1.4 Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri 
Kabupaten  dan  Kota di  Wilayah Soloraya Tahun 1990 - 











  Rp. Rp. Rp. Rp. % % % 


































































































































Sumber : Kabupaten dan Kota ( di Wilayah Soloraya) dalam Angka 
Tahun 1990,  
   1995, 2000, 2005 
 
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di 
Wilayah Soloraya pada kurun waktu tahun 1990-2005 secara keseluruhan 
mengalami konjungtur pertumbuhan yang naik-turun dari 20,00% pada 
rentang tahun 1990-1995 menjadi 10,00% pada rentang tahun 1995-2000 
dan 41,00% pada rentang tahun 2000-2005 , walaupun secara parsial di 
Kabupaten Boyolali dan Karanganyar pertumbuhannya terus meningkat 
(lihat Tabel 1.5). Sedangkan Total Penerimaan Daerah di Wilayah 
Soloraya pada kurun waktu tahun 1990-2005 secara keseluruhan 
mengalami pertumbuhan yang meningkat dari 17,00% pada rentang tahun 
1990-1995 menjadi 35,00% pada rentang tahun 1995-2000 dan 41,00% 
pada rentang tahun 2000-2005. Peningkatan Total Penerimaan Daerah 
secara umum lebih disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah di Daerah di era otonomi daerah yang dimulai 
dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang menyebabkan porsi 
dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah di Daerah semakin besar ( 
baik berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi hasil pajak 
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dan bukan pajak, dan lain-lain) sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.6. 
Kondisi ini mengakibatkan rasio/ perbandingan Pendapatan Asli Daerah 
dengan Total Penerimaan Daerah yang menjadi tolok ukur Tingkat 
Kemandirian Daerah bagi Kabupaten/ Kota yang tidak dapat memacu 
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah-nya mengikuti pertumbuhan  Total 
Penerimaan Daerah-nya mengalami penurunan (gambaran selengkapnya 
lihat Tabel 1.7). 
 
Tabel 1.5 PAD   Kabupaten  dan  Kota  di   Wilayah Soloraya Tahun 











  Rp. Rp. Rp. Rp. % % % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Surakarta 7.342.582,24 15.597.468,85 21.919.678,49 66.169.008,05 20,00 10,00 32,00 
Klaten 2.433.865,00 5.607.089,00 6.598.581,43 33.555.479,10 23,00 5,00 51,00 
Boyolali 2.672.525,00 4.896.318,00 10.096.449,00 49.816.905,00 17,00 20,00 48,00 
Sukoharjo 2.415.553,00 4.350.900,00 6.199.500,00 30.384.475,00 15,00 10,00 8,00 
Karanganyar 2.260.575,00 3.000.709,00 6.690.710,00 31.618.494,00 7,00 23,00 48,00 
Sragen 2.665.010,00 6.986.800,00 8.876.265,00 43.547.106,00 26,00 07,00 48,00 
Wonogiri 3.446.433,00 7.164.249,00 10.366.133,00 36.254.035,00 20,00 10,00 38,00 
Jumlah 23.236.543,24 47.603.533,85 70.747.316,92 291.345.502,15 20,00 10,00 41,00 
Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Kota di 









Tabel 1.6 Total Penerimaan Daerah Kabupaten dan Kota  di Wilayah 












  Rp. Rp. Rp. Rp. % % % 




































































































































Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Kota di 
Wilayah SolorayaTahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
Tabel 1.7 Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten  dan  Kota  di   
Wilayah Soloraya Tahun 1990 – 2005 (dalam %) * 
 
Kabupaten/Kota 1990 1995 2000 2005 







































































*Keterangan :  Tolok Ukur Kemampuan Daerah menurut Tim Litbang 
Depdagri-Fisipol UGM, dikutip dari Munir (2004: 106) 
- Rasio PAD terhadap TPD :   0 – 10% Sangat kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 10 – 20% Kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 20 – 30% Sedang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 30 – 40% Cukup 
- Rasio PAD terhadap TPD : 40 – 50% Baik 
- Rasio PAD terhadap TPD :     > 50% Sangat baik 
   Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD ( di Wilayah Soloraya) Tahun 
1990, 1995, 2000, 2005 dan Hasil Olah Data 
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Dari gambaran data di atas terlihat bahwa perkembangan ekonomi 
daerah di Wilayah Soloraya pada kurun waktu tahun 1990-2005 secara 
keseluruhan mengalami pertumbuhan yang positif, walaupun pada kurun 
waktu tersebut di Indonesia mengalami perubahan kondisi ekonomi dari 
masa tidak krisis ekonomi menjadi masa krisis ekonomi ( periode tahun 
1990-1995 merupakan masa sebelum krisis ekonomi, periode tahun 2000-
2005 merupakan masa setelah krisis ekonomi). Sedangkan rasio/ 
perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah 
yang menjadi tolok ukur Tingkat Kemandirian Daerah / kemampuan 
keuangan daerah secara umum mengalami penurunan disebabkan adanya 
perubahan kebijakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah di Daerah di era 
otonomi daerah. Perubahan kondisi ekonomi di Indonesia dan era otonomi 
daerah secara kebetulan mulai muncul pada waktu yang hampir bersamaan 
(sekitar tahun 1999-2000), sehingga menarik perhatian peneliti untuk 
melakukan kajian bagaimana hubungan dan pengaruh perkembangan 
ekonomi daerah tersebut terhadap kemandirian daerah dilihat dari faktor 
Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, Tingkat Investasi dan Tingkat 
Industrialisasi dengan memperhatikan kondisi masing-masing Kabupaten 











B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan beberapa permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, Tingkat 
Investasi dan Tingkat Industrialisasi terhadap Kemandirian Daerah ? 
2. Dari ketiga variabel di atas, mana yang paling dominan berpengaruh 
terhadap Kemandirian Daerah ? 
3. Apakah ada perbedaan Kemandirian Daerah diantara Kabupaten dan 
Kota di Wilayah Soloraya? 
4. Apakah ada perbedaan Kemandirian Daerah pada era sebelum dan 
setelah krisis ekonomi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, 
Tingkat Investasi dan Tingkat Industrialisasi terhadap Kemandirian 
Daerah. 
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2. Untuk mengetahui variabel paling dominan yang mempengaruhi 
Kemandirian Daerah. 
3. Untuk mengetahui perbedaan Kemandirian Daerah diantara Kabupaten 
dan Kota di Wilayah Soloraya. 
4. Untuk mengetahui perbedaan Kemandirian Daerah pada era sebelum 
dan setelah krisis ekonomi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberi 
masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota di 
Wilayah Soloraya pada khususnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan 
yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah 





















BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN 
HIPOTESIS 
 
A. Tinjauan Teoritik dan Empiris 
 
1. Tinjauan Teoritik 
 
a. Pengertian Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 
 
Menurut Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi 
mempunyai pengertian  penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah otonom 
yang selanjutnya disebut daerah mempunyai pengertian kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem  Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.  
Pemberian otonomi yang luas kepada daerah tersebut 
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 
umum dan daya saing daerah. Hal ini akan semakin mendorong 
pelaksanaan pembangunan yang menyeluruh di daerah karena 
makin terbukanya peluang bagi daerah untuk memanfaatkan 
sumber daya dan sumber pendanaan yang dimiliki.  
Mengutip dari Sardi (1999: 57), bahwa perkembangan teori 
di Indonesia tercatat ada 3 jenis desentralisasi, yaitu : 
1) Desentralisasi administrasi; pengalihan wewenang administrasi 
untuk memungut pajak / retribusi beserta pemberian ijin 
termasuk pendaftaran usaha 
2) Desentralisasi teritorial; pengalihan wewenang untuk mengatur 
daerah / wilayah yang menjadi ajang kegiatan 
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3) Desentralisasi fungsional; pengalihan wewenang untuk menata 
kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih 
dahulu. 
Adapun Livingstone dan Charlton yang dikutip dari 
Suryantini    (2001: 13) mengemukakan bahwa desentralisasi 
keuangan pemerintah merupakan suatu tujuan yang penting di 
banyak negara berkembang dan bahwa kabupaten atau kota lebih 
memungkinkan untuk dekat dengan masyarakat, sehingga dapat 
mengetahui kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang perlu 
disediakan untuk masyarakat. Akibatnya masyarakat pun memiliki 
kesadaran untuk membayar pajak sebagai kontribusinya, karena 
jumlah yang mereka kontribusikan kepada pemerintah akan 
langsung terlihat hasilnya. 
Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat 
dilepaskan dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena 
kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting 
guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Menurut Suparmoko 
yang dikutip dari Munir      (2004: 24) Otonomi fiskal daerah 
adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Desentralisasi fiskal dapat 
diketahui dengan menghitung rasio PAD terhadap total penerimaan 
daerah dan rasio subsidi dan bantuan Pemerintah yang lebih tinggi 
terhadap total penerimaan daerah serta rasio penerimaan daerah 
terhadap total penerimaan negara . 
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Sedangkan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah 
adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan 
perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung 3 misi utama 
pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu 
(Mardiasmo, 2002:59)  :      
1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan 
kesejahteraan masyarakat,  
2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 
daerah,            
3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam proses pembangunan. 
 
b. Kemampuan Keuangan Daerah 
 
Kemandirian daerah khususnya di bidang keuangan 
merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi, menurut 
Abdul Halim yang dikutip dari Erlangga (2005: 7) bahwa  ciri 
utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi 
terletak pada : (1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah 
otonom harus memiliki kewenangan  dan kemampuan untuk 
menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan 
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. (2) 
Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, 
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oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber 
keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. Kedua ciri tersebut akan 
mempengaruhi pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah harus sesuai dengan kemampuan 
daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan.   
Oleh Suparmoko (1996: 306) dikatakan bahwa Hubungan 
keuangan antar Pemerintah (inter govermental fiscal relation) 
menunjuk pada hubungan keuangan antar berbagai tingkatan 
pemerintahan dalam suatu negara, kaitannya dengan distribusi 
pendapatan negara dan pola pengeluarannya termasuk kekuasaan 
dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi terhadap tingkat 
pemerintahan yang lebih rendah. Pola hubungan keuangan antar 
pemerintahan pada gilirannya merupakan cermin ideologi politik 
dan struktur  pemerintahan. 
Menurut Musgrave dan Musgrave (1991: 546-551), untuk 
melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah 
salah satunya diukur dengan derajat desentralisasi fiskal antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, yakni  perbandingan antara 
Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. 
Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal suatu daerah 
menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut.  
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Tolok ukur kemampuan daerah menurut Tim Peneliti 
Fisipol UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri (Munir, 2004: 
106) diukur dari rasio PAD terhadap Total Penerimaan daerah 
(TPD) sebagai berikut (lihat Tabel 2.1) : 
 
Tabel 2.1 Tolok Ukur Kemampuan Daerah 
 
No Rasio PAD  terhadap  TPD (%) Kategori 









 0,00 – 10,00 
10,01 – 20,00 
20,01 – 30,00 
30,01 – 40,00 
40,01 – 50,00 
         > 50,00 
 






Sumber :   Tim   Litbang Depdagri - Fisipol UGM,1991  Depdagri  
dikutip    dari  
Munir ( 2004:106 ) 
 
c. Indikator Perekonomian Daerah 
 
1) Pertumbuhan Pendapatan Perkapita 
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) didefinisikan 
sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 
usaha dalam suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai barang dan 
jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu 
wilayah. Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk di wilayah 
 xxxvii 
tersebut menghasilkan pendapatan perkapita. Penghitungan 
PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku dan harga konstan 
dengan tujuan berbeda. Penghitungan PDRB atas dasar harga 
berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur 
ekonomi dari tahun ke tahun, sedang penghitungan PDRB atas 
dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 
ekonomi dari tahun ke tahun. 
Pertumbuhan pendapatan perkapita yang positif dari tahun ke 
tahun menjadi indikator laju pertumbuhan ekonomi, dimana 
peningkatan pendapatan akan meningkatkan taraf kesejahteraan 
dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. 
Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat akan 
membelanjakan pendapatan yang diterima di sektor-sektor  
ekonomi yang berdampak pada berputarnya roda perekonomian 
di daerah. Peningkatan aktivitas perekonomian akan 
memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah dalam 
bentuk setoran pajak (antara lain : pajak hotel dan restoran, 
pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum, pajak bumi dan 
bangunan, pajak reklame, bea balik nama) dan retribusi (antara 
lain : retribusi ijin usaha/HO, retribusi kios/los pasar, retribusi 
parkir, retribusi sampah, retribusi IMB,  retribusi APAR) yang 
akan digunakan daerah untuk membiayai pembangunan sarana 
prasarana umum dan melaksanakan pelayanan kepada 
masyarakat. Kemampuan daerah untuk melakukan pendanaan 
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atas kebutuhan daerah itu sendiri menunjukkan kemandirian 
daerah yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat 
keberhasilan otonomi daerah. 
 
2) Pertumbuhan Investasi Daerah 
Dalam teori dinamika pertumbuhan Harrod (Sumitro, 1994: 
338) dikemukakan bahwa tambahan modal (investasi netto) 
dalam suatu periode (t) menjadi sumber dasar  bagi 
bertambahnya hasil produksi di periode yang menyusul (t+1). 
Dengan kata lain investasi pada saat ini meningkatkan 
kemampuan berproduksi dan menambah pendapatan di masa 
datang (t+1). Peningkatan pendapatan tersebut  disamping 
untuk konsumsi juga akan diinvestasikan kembali, sehingga 
semakin memperbesar kapasitas produksi. Hasil produksi yang 
semakin luas dinikmati pasar akan menyebabkan penerimaan 
daerah yang diperoleh dari pajak penjualan, pajak penghasilan 
serta pajak pertambahan nilai barang dan jasa semakin 
meningkat. Oleh daerah pendapatan tersebut  digunakan untuk 
membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan 
daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu 
sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi 
indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah. 
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3) Tahap-tahap Industrialisasi 
Indikator dalam perkembangan pembangunan dapat dilihat dari 
sejauh mana tahap-tahap industrialisasi suatu negara, terutama 
negara-negara berkembang. Menurut Suseno (1990: 22) yang 
menjadi tolok ukur  tahap-tahap industrialisasi adalah tambahan 
nilai (value added) sektor industri baik terhadap PDRB maupun 
terhadap sektor-sektor komoditi (pertanian, pertambangan, 
industri, bangunan, listrik, gas dan air minum dan lain-lain) 
secara relatif. Tahap-tahap industrialisasi suatu daerah dapat 
dilihat dalam Tabel 2.2. Semakin baik tahapan industrialisasi 
yang dicapai, menggambarkan semakin pesatnya 
perkembangan industri di suatu daerah. Perkembangan industri 
akan menyerap tenaga kerja dan merangsang tumbuhnya 
aktivitas sektor ekonomi yang  lain, seperti munculnya usaha 
jasa katering, transportasi, sewa lahan dan bangunan, hiburan, 
perdagangan lembaga keuangan/perbankan.  Hal ini membuat 
perputaran roda perekonomian di daerah semakin meningkat. 
Peningkatan aktivitas perekonomian akan memberikan 
sumbangan kepada pendapatan daerah dalam bentuk setoran 
pajak (antara lain : pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, 
pajak penerangan jalan umum, pajak bumi dan bangunan, pajak 
reklame, bea balik nama) dan retribusi (antara lain : retribusi 
ijin usaha/HO, retribusi kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi 
sampah, retribusi IMB,  retribusi APAR) yang akan digunakan 
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daerah untuk membiayai pembangunan sarana prasarana umum 
dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan 
daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu 
sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi 
indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah. 
 
Tabel 2.2 Tahap-Tahap Industrialisasi 
 
Sumbangan tambahan nilai % thd.  
Tahap-tahap PDRB Sektor Komoditi 
(1) (2) (3) 
 
1. Non-industrialisasi 
2. Menuju proses industrialisasi 
3. Semi-industrialisasi 











Sumber : Suseno dalam Indikator Ekonomi (1990:22) 
 
Adapun faktor-faktor pendorong industrialisasi menurut 
Tulus Tambunan (2003: 250) adalah sebagai berikut : 
(1) Kondisi dan Struktur Awal Ekonomi Dalam Negeri  
Suatu negara yang pada awal pembangunan 
ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri-
industri dasar atau primer, industri-industri tengah (antara 
hulu dan hilir) dan alat-alat produksi yang relatif kuat akan 
mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat 
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dibandingkan negara yang hanya memiliki industri-industri 
hilir atau ringan. Alasannya, dengan telah dimilikinya 
industri primer dan industri hulu yang kuat, akan lebih 
mudah bagi suatu negara untuk membangun industri hilir 
dengan tingkat diversifikasi produksi yang tinggi dibanding 
negara yang belum memiliki industri primer dan industri 
hulu 
(2) Pasar Dalam Negeri 
Besarnya pasar dalam negeri yang ditentukan oleh 
kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat Pendapatan 
Nasional riil perkapita. Pasar domestik yang besar  akan 
merangsang pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi 
termasuk industri,  karena pasar yang besar akan menjamin 
adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi. 
Jika pasar domestik kecil, maka ekspor merupakan 
alternatif satu-satunya untuk mencapai produksi optimal, 





(3) Ciri Industrialisasi 
Ciri industrialisasi, yakni cara pelaksanaan 
industrialisasi, seperti misalnya tahapan dari implementasi, 
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jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan sektor 
industri  dan insentif yang diberikan, termasuk insentif 
kepada investor. 
(4) Keberadaan Sumber Daya Alam  
Ada kecenderungan bahwa negara-negara yang kaya 
sumber daya alam, tingkat diversifikasi dan laju 
pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah serta 
cenderung terlambat tahapan proses industrialisasinya 
dibandingkan negara yang miskin sumber daya alam. 
(5) Kebijakan/ Strategi Pemerintah 
Kebijakan atau strategi pemerintah yang diterapkan, 
termasuk instrumen-instrumen dari kebijakan yang 
digunakan dan cara implementasinya. Pola industrialisasi di 
negara yang menerapkan kebijakan substitusi impor dan 
kebijakan perdagangan luar negeri yang protektif  berbeda 
dengan negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor 
dalam mendukung perkembangan industrinya. 
 
d. Hubungan faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan 
Keuangan Daerah 
 
1) Hubungan Pertumbuhan Pendapatan Perkapita dengan 
Kemampuan Keuangan Daerah 
Pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan 
cerminan pendapatan perkapita yang meningkat dari tahun ke 
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tahun. Peningkatan pendapatan perkapita akan meningkatkan 
taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
tersebut masyarakat akan membelanjakan pendapatan yang 
diterima di sektor-sektor  ekonomi yang berdampak pada 
berputarnya roda perekonomian di daerah. Peningkatan 
aktivitas perekonomian akan memberikan sumbangan kepada 
pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak (antara lain : 
pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan 
umum, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, bea balik 
nama) dan retribusi (antara lain : retribusi ijin usaha/HO, 
retribusi kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi sampah, 
retribusi IMB,  retribusi APAR) yang akan digunakan daerah 
untuk membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan 
daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu 
sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi 
indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah. 
 
2) Hubungan Pertumbuhan Investasi dengan Kemampuan 
Keuangan Daerah 
Dalam konsep ICOR (Incremetal Capital Output Ratio) 
yang dikembangkan Harrod-Domar sebagaimana dikutip 
Suseno (1990: 27) dikemukakan adanya hubungan antara 
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peningkatan stok kapital (investasi) dan kemampuan 
masyarakat untuk menghasilkan output. Semakin tinggi 
peningkatan stok kapital semakin tinggi pula output yang dapat 
dihasilkan. Hubungan tersebut digambarkan dengan rumus  
(Suseno, 1990: 27) : 
QP =  h. K  atau  1/h = 
QP
K
    .......................................            
    (2.1)  
 







                   ......................................                
(2.2) 
dimana  : 
K  = Kapital (investasi) 
QP  = Output (Produk Domestik Bruto/PDB) 
h  = koefisien output-kapital rasio 
1/h  = koefisien capital output-kapital 
rasio(COR) 
ICOR  = menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi 
relatif  
   akibat  adanya investasi 
I/PDB  =  persentase investasi terhadap PDB 
D   PDB = laju pertumbuhan ekonomi 
 
Semakin tinggi ICOR memberikan indikasi 
kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam  penggunaan 
investasi. Sehingga dapat dikatakan  agar nvestasi bermanfaat 
bagi perkembangan kemampuan keuangan daerah, maka 
peningkatan investasi harus diikuti dengan pertumbuhan laju 
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pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain itu output yang 
semakin luas dinikmati pasar akan menyebabkan penerimaan 
daerah yang diperoleh dari pajak penjualan, pajak penghasilan 
serta pajak pertambahan nilai barang dan jasa semakin 
meningkat. Oleh daerah pendapatan tersebut  digunakan untuk 
membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan 
daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu 
sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi 
indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah. 
 
3) Hubungan Tahap Industrialisasi dengan Kemampuan Keuangan 
Daerah. 
Kontribusi sektor industri terhadap total PDRB secara 
relatif menunjukkan tahap industrialisasi yang dicapai suatu 
daerah (Suseno, 1990: 22). Salah satu faktor pendukung 
industrialisasi adalah besarnya pasar dalam negeri yang 
ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat 
Pendapatan Nasional riil perkapita. Pasar domestik yang besar  
akan merangsang pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi 
termasuk industri,  karena pasar yang besar akan menjamin 
adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi 
(Tulus Tambunan,      2003: 250). Semakin tinggi tahap 
industrialisasi yang dicapai suatu daerah menunjukkan semakin 
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pesatnya perkembangan industri di suatu daerah. 
Perkembangan industri akan menyerap tenaga kerja dan 
merangsang tumbuhnya aktivitas sektor ekonomi yang  lain, 
seperti munculnya usaha jasa katering, transportasi, sewa lahan 
dan bangunan, hiburan, perdagangan lembaga 
keuangan/perbankan.  Hal ini membuat perputaran roda 
perekonomian di daerah semakin meningkat. Peningkatan 
aktivitas perekonomian akan memberikan sumbangan kepada 
pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak (antara lain : 
pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan 
umum, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, bea balik 
nama) dan retribusi (antara lain : retribusi ijin usaha/HO, 
retribusi kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi sampah, 
retribusi IMB,  retribusi APAR) yang akan digunakan daerah 
untuk membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan 
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.  
 
Kemampuan daerah untuk melakukan pendanaan atas 
kebutuhan daerah itu sendiri menunjukkan kemandirian daerah 
yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan 
otonomi daerah. 
 
2. Studi Empiris / Hasil Penelitian Terdahulu  
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a. Penelitian oleh Imam Suhendro (2004) mengenai analisis 
kemampuan ekonomi kota dan kabupaten di Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta tahun 2001. Imam Suhendro menganalisis 
kinerja ekonomi daerah sebagai basis utama mewujudkan otonomi 
daerah yang nyata dan bertanggung jawab.  Yang dimaksud kinerja 
otonomi daerah adalah prestasi dan kondisi ekonomi yang telah 
dicapai daerah dari pembangunan terdahulu. Tolok ukur kinerja 
ekonomi menggunakan indikator makro ekonomi regional yakni 
laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, struktur 
ekonomi, sektor unggulan, tabungan masyarakat, investasi, porsi 
PAD tingkat pendapatan daerah dan PAD perkapita : 
1) Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita merupakan 
indikator efektif  dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat 
2) Investasi merupakan akumulasi modal yang mendorong 
kemajuan ekonomi, tabungan masyarakat merupakan sumber 
investasi 
3) Pendapatan Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan 




Dengan metode analisis tehnik bench marking, yakni 
membandingkan indikator ekonomi di wilayah Propinsi Daerah 
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Istimewa Yogyakarta menunjukkan hasil bahwa kemampuan 
ekonomi Kota Yogyakarta sebagai bench mark paling tinggi 
diantara kabupaten-kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
 
b. Penelitian oleh Hadi Sasana (2002) mengenai pengaruh hubungan 
fiskal Pemerintah Pusat – Daerah terhadap PDRB Kabupaten 
Klaten, dengan variabel fiskal berupa Pendapatan Asli Daerah, 
penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, penerimaan 
Sumbangan dan Bantuan serta Tenaga Kerja. Hasilnya variabel 
penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Tenaga Kerja 
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) 
Kabupaten Klaten. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan 
penerimaan Sumbangan dan Bantuan tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan PDRB. Hubungan fiskal Pemerintah Pusat-Daerah di 
Kabupaten Klaten menunjukkan tingkat ketergantungan yang 
tinggi terhadap bantuan Pemerintah Pusat. 
 
c. Penelitian oleh Suryatini Budi Astuti (2001) mengenai 
Kemandirian Kota Surakarta dilihat dari posisi PAD dan 
kemungkinan pengembangannya selama periode 1995/1996 sampai 
1999/2000. Bahwa untuk mengetahui posisi fiskal Kota Surakarta 
dapat dilakukan perbandingan antara upaya pengumpulan PAD 
(UPP) dengan tingkat PAD standar (TPS). Apabila UPP lebih besar 
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dari TPS berarti posisi fiskal kuat, tetapi apabila UPP lebih kecil 
dari TPS berarti posisi fiskal lemah.UPP diperoleh dari 
perbandingan antara PAD Kota Surakarta dengan PDRB Kota 
Surakarta. TPS diperoleh dari perbandingan PAD se-Jawa Tengah 
dengan PDRB se-Jawa Tengah.Dari perbandingan antara UPP dan 
TPS diperoleh Indeks penampilan PAD (IP PAD) yang merupakan 
gambaran dari posisi fiskal Kota Surakarta. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kota Surakarta 
selama periode penelitian termasuk kategori kurang mandiri. 
 
d. Penelitian oleh Erlangga Agustino Landiyanto (2005) mengenai 
kinerja keuangan dan strategi pembangunan kota di era otonomi 
daerah dengan studi kasus Kota Surabaya. Dalam penelitiannya 
dikemukakan bahwa untuk melihat kinerja keuangan daerah dapat 
digunakan derajat kemandirian daerah guna mengukur sejauh mana 
penerimaan yang berasal dari daerah dapat digunakan untuk 
membiayai kebutuhan daerah. Semakin tinggi derajat kemandirian 
daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu 
membiayai kebutuhannya sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari 
Pemerintah Pusat. Apabila dipadukan dengan derajat  desentralisasi 
fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi PAD terhadap 
pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan  terlihat kinerja 
keuangan daerah secara utuh. 
 l 
Secara umum, semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi 
kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan 
menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, 
kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian 
keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan 
mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya 
memiliki ketergantungan yang tinggi pada Pemerintah Pusat 
disebabkan belum optimalnya penerimaan dari PAD. 
B. Kerangka Konseptual 
 
Dalam penelitian ini variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap 
tingkat kemandirian daerah dibatasi pada pertumbuhan pendapatan 
perkapita, tingkat investasi dan tingkat industrialisasi. Dimana ketiga 
faktor tersebut dimasukkan sebagai variabel independen dan tingkat 
kemandirian daerah menjadi variabel dependen-nya.  
Hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah bahwa 
pertumbuhan pendapatan perkapita, pertumbuhan tingkat investasi dan 
tingkat industrialisasi  secara parsial maupun bersama-sama diduga 
berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah sebagaimana tergambar 
dalam Gambar 2.1 , dengan korelasi sebagai berikut : 
1. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita dengan Kemandirian Daerah 
Peningkatan pendapatan perkapita akan meningkatkan taraf 
kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi 
 li 
kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut 
masyarakat akan membelanjakan pendapatan yang diterima di sektor-
sektor  ekonomi yang berdampak pada berputarnya roda perekonomian 
di daerah. Peningkatan aktivitas perekonomian akan memberikan 
sumbangan kepada pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak 
(antara lain : pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan 
jalan umum, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, bea balik nama) 
dan retribusi (antara lain : retribusi ijin usaha/HO, retribusi kios/los 
pasar, retribusi parkir, retribusi sampah, retribusi IMB,  retribusi 
APAR) yang akan digunakan daerah untuk membiayai pembangunan 
sarana prasarana umum dan melaksanakan pelayanan kepada 
masyarakat. Kemampuan daerah untuk melakukan pendanaan atas 
kebutuhan daerah itu sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang 
menjadi indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi 
daerah. 
2. Pertumbuhan Investasi dengan Kemandirian Daerah 
Peningkatan investasi akan meningkatkan kemampuan 
berproduksi dan menambah pendapatan di masa datang. Peningkatan 
pendapatan tersebut  disamping untuk konsumsi juga akan 
diinvestasikan kembali, sehingga semakin memperbesar kapasitas 
produksi. Hasil produksi yang semakin luas dinikmati pasar akan 
menyebabkan penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak penjualan, 
pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai barang dan jasa 
semakin meningkat. Oleh daerah pendapatan tersebut  digunakan untuk 
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membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan melaksanakan 
pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan daerah untuk melakukan 
pendanaan atas kebutuhan daerah itu sendiri menunjukkan 
kemandirian daerah yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat 
keberhasilan otonomi daerah. 
3. Tahap Industrialisasi dengan Kemandirian Daerah  
Semakin baik tahapan industrialisasi yang dicapai, 
menggambarkan semakin pesatnya perkembangan industri di suatu 
daerah. Perkembangan industri akan menyerap tenaga kerja dan 
merangsang tumbuhnya aktivitas sektor ekonomi yang  lain, seperti 
munculnya usaha jasa katering, transportasi, sewa lahan dan bangunan, 
hiburan, perdagangan lembaga keuangan/perbankan.  Hal ini membuat 
perputaran roda perekonomian di daerah semakin meningkat. 
Peningkatan aktivitas perekonomian akan memberikan sumbangan 
kepada pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak (antara lain : 
pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum, 
pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, bea balik nama) dan retribusi 
(antara lain : retribusi ijin usaha/HO, retribusi kios/los pasar, retribusi 
parkir, retribusi sampah, retribusi IMB,  retribusi APAR) yang akan 
digunakan daerah untuk membiayai pembangunan sarana prasarana 
umum dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan 
daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu sendiri 
menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi indikator untuk 
mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah. 
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Adapun kemandirian daerah tersebut diduga berbeda tingkatannya 
karena perbedaan karakteristik daerah diantara Kabupaten dan Kota di 
Wilayah Soloraya serta perbedaan waktu antara era sebelum dan setelah 




























Hipotesis  yang diturunkan dari kerangka konseptual dan rumusan 












1. Pengaruh pertumbuhan pendapatan perkapita, tingkat investasi dan 
tingkat industrialisasi terhadap kemandirian daerah : 
a. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita diduga 
semakin baik kemandirian  daerah 
b. Semakin tinggi tingkat investasi diduga semakin baik kemandirian 
daerah 
c. Semakin tinggi tingkat industrialisasi diduga semakin baik 
kemandirian daerah 
2. Variabel tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita diduga merupakan 
variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap tingkat 
kemandirian daerah 
3. Diduga terdapat perbedaan Kemandirian Daerah diantara Kabupaten 
dan Kota di Wilayah Soloraya. 
4. Diduga terdapat perbedaan Kemandirian Daerah pada era sebelum dan 













A. Ruang Lingkup Penelitian 
 
Ruang lingkup penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Wilayah 
Soloraya ( 1 kota, 6 kabupaten) yakni Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, 
Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Klaten dengan periode 
waktu yang diteliti tahun 1990, 1995, 2000, 2005.  Periode waktu tersebut 
dipilih untuk dapat membandingkan kondisi sebelum krisis ekonomi dan 
setelah krisis ekonomi. Sedangkan variabel yang diteliti terdiri atas 
variabel independen : pertumbuhan pendapatan perkapita, tingkat investasi 
dan tingkat industrialisasi serta variabel dependen : kemandirian daerah. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 
Data penelitian ini merupakan data sekunder dengan studi 
kepustakaan yang dikumpulkan dari sumber-sumber : 
1. Data Pendapatan Perkapita, diperoleh dari Badan Pusat Statistik 
Surakarta, berupa buku  Surakarta, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, 
Wonogiri, Karanganyar dan Klaten dalam Angka Tahun 1990, 1995, 
2000, 2005 .   
2. Data PDRB Berdasarkan Sektor, untuk menghitung besarnya tingkat 
industrialisasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Surakarta, berupa 
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buku  Surakarta, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar 
dan Klaten dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 .   
3. Data Pendapatan Daerah, untuk menghitung derajat desentralisasi 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Surakarta, berupa buku  Surakarta, 
Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Klaten 
dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 .  
4. Data Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di kabupaten dan kota 
di Wilayah Soloraya diperoleh dari Bank Indonesia Cabang Solo. 
 
Oleh karena data yang dianalisis meliputi 1 kota dan 6 kabupaten 
atau 7 daerah penelitian, yang mencakup 4 titik waktu/ tahun ( 1990, 1995, 
2000 dan 2005), maka data analisis dalam penelitian ini berbentuk data 
gabungan antara data lintas sektor dengan data untaian waktu (pooled 
data). Dengan demikian jumlah unit observasi yang dianalisis meliputi 28 
unit observasi. 
 
C. Teknik Analisis data 
 
1. Tipe penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kausal, 
dimana menganalisis pengaruh pertumbuhan pendapatan perkapita, 
tingkat investasi dan tingkat industrialisasi terhadap kemandirian 
daerah. 
 
2. Analisis Hubungan Antar Variabel 
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Untuk menganalisis pengaruh variabel yang satu terhadap 
variabel yang lain  dalam penelitian ini dipergunakan analisis regresi 
dengan data panel yang menggabungkan data runtut waktu (time-
series) dan  data lintas sektor (cross-section). Manfaat digunakannya 
data panel menurut Imam Ghozali (2006: 21) adalah dapat 
memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, rendah tingkat 
kolonieritas antar variabel, lebih besar degree of fredom dan lebih 
efisien. Dalam Imam Ghozali (2006: 14)  model regresi dengan data 
panel dinyatakan dengan persamaan  : 
Y it = 0b  + 1b  x1 +a 1 D t +l 1 D i + + m it                ..............................             
(3.1) 
Rumusan tersebut diaplikasikan untuk menggambarkan pengaruh 
pertumbuhan pendapatan perkapita, tingkat investasi dan tingkat 
industrialisasi terhadap kemandirian daerah, perbedaan Tingkat 
Kemandirian Daerah diantara Kabupaten dan Kota di Wilayah Soloraya 
serta perbedaan Tingkat Kemandirian Daerah pada era sebelum dan 
setelah krisis ekonomi sebagai berikut : 
DD it = 0b + 1b GDP it + 2b IS it + 3b IND it +a 1 D kr +l 1 D sk +l 2 D wn
+l 3 D by  
+l 4 D kl +l 5 D ka +l 6 D sr + m it          ..............................              
(3.2)  
dimana : 
DD = derajat desentralisasi, untuk mengukur kemandirian 
daerah 
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GDP = pertumbuhan pendapatan perkapita 
IS   = tingkat investasi 
IND  = tingkat industrialisasi 
i   = menunjukkan daerah 
t  = menunjukkan tahun  
D kr  = dummy krisis, 0 = masa sebelum krisis, 1= masa setelah 
krisis 
D sk  = dummy untuk Sukoharjo, jika Sukoharjo=1, lainnya 0 
D wn  = dummy untuk Wonogiri, jika Wonogiri =1, lainnya 0 
D by  =  dummy untuk Boyolali, jika Boyolali =1, lainnya 0 
D kl  =  dummy untuk Klaten, jika Klaten =1, lainnya 0 
D ka  =  dummy untuk Karanganyar, jika Karanganyar =1, 
lainnya 0 
D sr  =  dummy untuk Sragen, jika Sragen =1, lainnya 0 
 
Dalam persamaan regresi ini yang menjadi kategori referensi atau 
benchmark (pembanding) adalah Kota Surakarta pada era sebelum 
krisis ekonomi. 
 
Adapun untuk mengetahui variabel independen (pertumbuhan 
pendapatan perkapita, tingkat investasi dan tingkat industrialisasi) yang 
paling dominan berpengaruh terhadap variabel dependen (kemandirian 
daerah)  dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien hetab  
(unstandardized coefficient) dalam persamaan regresi di atas. Dalam 




D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 
 
Definisi operasional  dan pengukuran variabel dalam penelitian ini 
dipaparkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut : 
Tabel 3.1  Definisi Operasional  dan Pengukuran Variabel 
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å X 100% 
 
DD = Derajat  
Desentralisasi  
PAD = Pendapatan 
 Asli Daerah 
TPD = Total  
Penerimaan 
Daerah  





































































GDPD = r = Laju 
GDP  
nt  = tahun terakhir  
periode 
0t = tahun awal  
Periode 
n = jumlah tahun 

































































ISD = r = Laju 
investasi 
nt  = tahun terakhir  
periode 
0t = tahun awal  
Periode 
n = jumlah tahun 








… Tabel 3.1. Lanjutan halaman 35 



















































VIND X 100% 
 
IND = Industrialisasi 


















Masa / waktu 
 









D kr  = 0, masa sbl 
krisis 

















D sk  = 0, selain Kab. 
Sukoharjo (kecuali 
Surakarta) 













D wn  = 0, selain 
Kab.Wonogiri (kec. 
Surakarta) 












(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 







D by  = 0, selain Kab. 
Boyolali (kecuali 
Surakarta) 










D kl = 0, selain Kab. 
Klaten (kecuali 
Surakarta) 
D kl  = 1, untuk Kab. 
Klaten  
Nominal 
Berlanjut ke halaman 37 … 
 











D ka  = 0, selain  
Kab.Karanganyar 
(kecuali Surakarta) 
D ka  = 1, untuk Kab.  
Karanganyar  
Nominal 









D sr = 0, selain Kab. 
Sragen (kecuali 
Surakarta) 














BAB  IV 
KONDISI DAERAH  DAN  ANALISIS  DATA   
 
A. Kondisi Daerah Wilayah Soloraya 
 
Wilayah Soloraya terdiri atas  1 kota dan 6 kabupaten, yakni Kota 
Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, 
Karanganyar dan Klaten dengan total wilayah  seluas 5.722,38 km2. 
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Wilayah ini memiliki lokasi yang strategis, yaitu merupakan bagian dari 
area pengembangan wilayah Joglosemar yang menggabungkan Yogyakarta, Solo dan 
Semarang serta terletak tidak jauh dari pusat–pusat perdagangan utama di 
Jawa Tengah dan Jawa Timur, hanya 102 km dari Semarang, 60 km dari 
Yogyakarta dan sekitar 210 km dari Surabaya.  
 
1. Kota Surakarta 
 
Kota Surakarta memiliki luas wilayah 44,06 km persegi terdiri 
dari 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan.  
a. Penduduk 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 
jumlah penduduk Kota Surakarta pada Tahun 2005 sebanyak  
534.322 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 12.127 jiwa/km2 serta 
tingkat pertumbuhan        -2,57%. Tingkat pendidikan penduduk Kota 
Surakarta pada Tahun 2005 meningkat dari tahun-tahun 
sebelumnya, dengan jumlah penduduk tidak sekolah, tidak tamat 
sekolah, lulus SD dan lulus SLTP yang semakin menurun (tingkat 
pertumbuhannya berturut-turut -5,20%, -11,07%, - 19,44% dan -
4,93%) walaupun bila dilihat proporsinya masih 53,67% dari total 
penduduk, sedang jumlah penduduk lulus SLTA, lulus Diploma 
dan lulus Sarjana semakin meningkat walaupun proporsinya masih 
46,33% dari total penduduk (tingkat pertumbuhannya 0,58%, 
2,64% dan 105,69%). Gambaran selengkapnya lihat Tabel 4.1. Hal 
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ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang 
pendidikan meningkat. 
 
Tabel 4.1 Penduduk Kota Surakarta Menurut Tingkat 
Pendidikan Tahun  1990 - 2005   
 
Pertumbuhan (%) Tingkat 
Pendidikan 







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Tidak Sekolah 22.950 21.345 20.436 19.373 -6,99 -4,26 -5,20 
Tidak Tamat SD 26.188 26.681 24.420 21.716 1,88 -8,47 -11,07 
Lulus SD 145.700 144.752 159.038 128.118 -0,65 9,87 -19,44 
Lulus SLTP 118.225 128.070 123.650 117.551 8,33 -3,45 -4,93 
Lulus SLTA 151.888 153.423 159.038 159.953 1,01 3,66 0.58 
Lulus Diploma 36.663 37.354 38.389 39.403 1,88 2,77 2,64 
Lulus Sarjana 22.137 22.003 23.437 48.208 -0,61 6,52 105,69 
Jumlah 523.751 533.628 548.408 534.322 1,89 2,77 -2,57 
Sumber : Surakarta dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
Dari jumlah penduduk di atas,  jumlah penduduk bekerja 
sekitar 46,5% dari total penduduk. Penyebaran tenaga kerja pada sektor-
sektor ekonomi paling banyak terserap pada sektor perdagangan, 
hotel dan restoran sekitar 45,69%, diikuti sektor industri 
pengolahan/ manufaktur sekitar 21,40% dan sektor keuangan, 
penyewaan dan jasa perusahaan sekitar 21,11% sedangkan sektor 
pertanian hanya memberikan lapangan kerja sebesar 0,89% bagi 
tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta telah 
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bergeser dari komunitas masyarakat agraris ke masyarakat industri/ 
jasa.  Adapun tingkat pertumbuhan tenaga kerja di Kota Surakarta 
antara tahun 2000-2005 menurun 1,19% , berbeda jauh dari 
pertumbuhan tenaga kerja antara tahun 1995-2000 yang 
mempunyai tingkat pertumbuhan 7% (gambaran selengkapnya lihat 
Tabel 4.2). Penurunan pertumbuhan tenaga kerja ini dikarenakan 
lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas sedangkan jumlah 
pencari kerja semakin banyak, sehingga banyak penduduk usia 
produktif yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja. 
 
Tabel 4.2 Penyebaran Tenaga Kerja Kota Surakarta Menurut 
Sektor Tahun 1990 - 2005   
 
Pertumbuhan  (%) 
Sektor-Sektor 















14.080 11.487 12.291 13.456 -18,42 7,00 9,48 
Keuangan, Penyewaan 
dan Jasa Perusahaan 
 
53.053 43.280 46.310 45.782 -18,42 7,00 -1,14 
Pertanian 
 
2.110 1.843 2.546 1.945 -12,65 38,14 -23,61 
Pertambangan 
 
1.789 1.640 1.755 1.143 -8,33 7,01 -34,87 
Industri Pengolahan 
 
53.807 43.895 46.968 46.408 -18,42 7,00 -1,19 
Listrik,Air Minum dan 
Gas 
 
186 1.517 345 1.604 715,59 -77,26 364,92 
Bangunan dan Konstruksi 
 
8.599 7.015 8.954 7.416 -18,42 27,64 -17,18 
Jumlah 251.435 205.118 219.479 216.858 -18,42 7,00 -1,19 




b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dapat dilihat dari 
pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita. Pertumbuhan 
PDRB Kota Surakarta antara tahun 2000-2005 sebesar  26,00% 
(lihat Tabel 4.3). Tingkat pertumbuhan ini sangat jauh bila 
dibanding pertumbuhan PDRB antara tahun 1990-1995 yang 
mencapai 38,00% , walaupun bila dilihat dari besar angka 
nominalnya nilai PDRB pada tahun 2005 jauh lebih besar dari pada 
tahun 1990. Perekonomian Kota Surakarta ditopang sektor industri 
pengolahan dengan kontribusi sebesar 28,67% dari total PDRB, diikuti 
sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 25,67% 
dan sektor keuangan, penyewaan dan jasa perusahaan sebesar 
21,66% (gambaran selengkapnya lihat Tabel 4.3). Sedangkan 
tingkat pendapatan perkapita antara  tahun 2000-2005 mengalami 
pertumbuhan 26,00%, angka pertumbuhan ini sama dengan 
pertumbuhan pada tahun 1990-1995, sehingga dapat dikatakan 
pertumbuhan pendapatan perkapita di Kota Surakarta cenderung 
stabil. (lihat Tabel 4.4).  
Dilihat dari kontribusi sektor produksi atas besarnya PDRB, 
dapat diketahui bahwa pendapatan perkapita Kota Surakarta 97,70 
% diperoleh dari usaha di sektor industri dan jasa. Sehingga 
pendapatan daerah diperoleh dari pajak dan retribusi yang 
berkaitan dengan sektor jasa (seperti pajak hotel dan restoran, pajak 
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hiburan, pajak penerangan jalan umum, pajak bumi dan bangunan, 
pajak reklame, bea balik nama, retribusi ijin usaha/HO, retribusi 
kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi sampah, retribusi IMB 
serta retribusi APAR). 
 
Perbandingan besar pertumbuhan PDRB dengan 
pendapatan perkapita di Kota Surakarta berbanding lurus, dimana 
pertumbuhan PDRB diikuti dengan pertumbuhan pendapatan 
perkapita. Artinya peningkatan besarnya pendapatan yang 
diperoleh dari seluruh barang dan jasa yang ada di Kota Surakarta 
signifikan dengan pertambahan penduduk yang menikmatinya, 
sehingga tingkat kesejahteraan penduduk dilihat dari angka 
pendapatan yang diterimanya meningkat. 
 
Tabel 4.3 PDRB Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan 

























140.660,23 335.613,04 633.103,06 835.662,79 23.00 17.00 26.00 
Pertanian 
 
















36.964,48 167.493,74 356.310,60 455.657,84 60.00 26.00 26.00 
Jumlah 375.820,63 1.258.960,50 2.990.464,32 3.858.169,65 38.00 23.00 26.00 




Tabel 4.4 Pendapatan Perkapita Kota Surakarta Atas Dasar 
Harga Konstan Tahun  1990 - 2005  (dalam Rp.)  
 
Pendapatan Perkapita  
Tahun 
Rp Pertumbuhan % 
(1) (2) (3) 
1990 717.555,92 - 
1995 2.359.247,46 26.00 
2000 5.452.991,79 23.00 
2005 7.220.682,75 26.00 
Sumber : Surakarta dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
 
c. Tingkat Pertumbuhan Investasi 
Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota 
Surakarta mengalami peningkatan pesat dari Rp. 
871.403.000.000,00 pada tahun 1990 menjadi sebesar Rp. 
4.282.357.000.000,00 pada tahun 2005 dengan tingkat 
pertumbuhan yang relatif meningkat rata-rata 13% per tahun. 
Dalam hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi relatif 
(ICOR) , diketahui bahwa pertumbuhan nilai investasi di Kota 
Surakarta tersebut memiliki tingkat produktivitas yang cukup baik, 
karena pertumbuhan investasi diikuti dengan laju pertumbuhan 
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ekonomi sehingga benar-benar dapat digunakan untuk 
meningkatkan kapasitas produksi yang akhirnya akan bermuara 
pada peningkatan pendapatan daerah. 
 
Tabel 4.5 Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri 
Kota Surakarta Tahun 1990 - 2005   
 




(1) (2) (3) (4) 
1990 871.403.000.000,00 - - 
1995 962.038.000.000,00 2.00 2.18 
2000 1.011.558.000.000,00 2.00 1.47 
2005 4.282.357.000.000,00 45.00 4.27 
Sumber : Surakarta dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
dan Hasil olah data 
 Hal ini menunjukkan kemampuan Kota Surakarta dalam 
menggaet investor. Kemampuan ini didukung berbagai sarana dan 
prasarana yang menjadikannya faktor pendukung dalam peluang 
investasi di daerah ini, diantaranya : 
1) Sarana Sarana jalan raya dan lintasan jalur kereta api yang baik, juga 
didukung dengan tersedianya bandara International Adi Sumarmo 
2) Dukungan perbankan baik nasional maupun international 
3) Infrastruktur ekonomi yang tangguh, dengan tersebarnya pasar 
tradisional dan berbagai pusat perbelanjaan modern. Tersedianya hotel dan 
restoran yang berskala internasional mendukung kenyamanan 
berinvestasi di Surakarta.  
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4) Jaringan infrastruktur telekomunikasi yang baik yang didukung oleh      
PT Telkom dan penyedia jasa selular memberikan kemudahan 
dalam berkomunikasi 
5) Pelayanan perizinan investasi yang dapat dipercaya, efisien, mudah dan 
transparan  
Sedangkan peluang investasi yang masih dapat 
dikembangkan di Kota Surakarta diantaranya dalam bidang : 
1) Pariwisata, dengan peluang usaha sarana penginapan (hotel, losmen, 
guest house), restoran, toko souvenir, biro perjalanan, dan sarana transportasi yang 
mendukung objek wisata seperti wisata budaya di Kraton Kasunanan 
dan Mangkunegaran, kampung batik dan Laweyan dan Kauman, dan museum 
Batik serta Radyapustaka. 
2) Industri, seperti batik dan kerajinan merupakan industri yang 
terkenal dari Surakarta. Potensi yang dikembangkan dengan 
cara mengembangkan kemitraan dengan industri kecil dalam 
berbagai sisi, baik dari permodalan maupun pemasaran.  
 
d. Tingkat dan Laju Industrialisasi 
Sebagai Kota yang struktur perekonomiannya lebih 
mengarah pada sektor industri dan jasa, Kota Surakarta dalam 
tahap-tahap industrialisasi saat ini berada pada tahapan semi 
industrialisasi, hal ini dapat dilihat dari besarnya laju industrialisasi 
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yang dimiliki. Berdasar data observasi, mulai Tahun 1995-2005 
kontribusi sektor industri pengolahan atas total PDRB berada pada 
tingkat 20,00% - 30,00%, yang merupakan indikator tahapan  semi 
industrialisasi (lihat Tabel 4.6). 
 
Tabel 4.6 Tingkat Industrialisasi Kota Surakarta Tahun 1990 




Pertumbuhan Tahapan Industrialisasi* 
(1) (2) (3) (4) 
1990 18,06 - Menuju proses 
industrialisasi 
1995 24,04 33,11 Semi industrialisasi 
2000 29,64 23,29 Semi industrialisasi 
2005 28,67 -3,27 Semi industrialisasi 
*Keterangan : Tahapan Industrialisasi menurut Suseno dalam 
Indikator Ekonomi (1990: 22)  
- Non Industrialisasi : < 10 
- Menuju proses Industrialisasi : 10-20  
- Semi-Industrialisasi : 20-30 
- Industrialisasi Penuh : > 30 
Sumber : Surakarta dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 ( 
data diolah) 
Kondisi ini bila dihubungkan produktivitas investasi di 
muka (laju pertumbuhan ekonomi relatif / ICOR ) , akan terlihat 
bahwa Kota Surakarta pada masa mendatang tahapan 
industrialisasinya dapat berkembang ke arah industrialisasi penuh, 
apabila peluang-peluang investasi yang ada dapat dikelola dengan 




e. Tingkat dan Pertumbuhan Kemandirian Daerah 
Tingkat kemandirian daerah Kota Surakarta berdasarkan 
data yang ada dilihat dari pengukuran derajat desentralisasi 
menunjukkan kemunduran Pada tahun 1990 derajat desentralisasi 
menunjukkan angka 43,99% yang berarti termasuk dalam daerah 
yang memiliki tingkat kemandirian baik, pada tahun 1995 derajat 
desentralisasi menunjukkan angka 35,85% yang berarti termasuk 
dalam daerah yang memiliki tingkat kemandirian cukup , namun 
pada Tahun 2000 dan 2005 derajat desentralisasi menunjukkan 
angka 19,61% dan 17,71% yang berarti termasuk dalam daerah 
yang memiliki tingkat kemandirian kurang (lihat Tabel 4.7).  
Hal ini bukan karena Pendapatan Asli Daerah Kota 
Surakarta yang menurun ataupun tidak berkembang, karena dilihat 
dari nominalnya Pendapatan Asli Daerah meningkat secara 
signifikan, namun lebih karena perubahan kebijakan Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah di Daerah di era otonomi daerah yang 
dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 
Daerah yang menyebabkan porsi dana dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah di Daerah semakin besar ( baik berupa Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi hasil pajak dan bukan 
pajak, dan lain-lain) . Kondisi ini mengakibatkan rasio/ 
perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan 
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Daerah yang menjadi tolok ukur Tingkat Kemandirian Daerah bagi 
Kabupaten/ Kota yang tidak dapat memacu pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah-nya mengikuti pertumbuhan  Total 
Penerimaan Daerah-nya mengalami penurunan. 
 
Tabel 4.7 Tingkat Kemandirian Daerah Kota Surakarta 
Tahun         1990 - 2005   
 
Tahun Pendapatan Asli 
Daerah Rp 
Total Penerimaan 




(1) (2) (3) (4) (5) 
1990 7.342.582.240 16.691.771.110 43,99 Baik 
1995 15.597.468.850 43.507.500.630 35,85 Cukup 
2000 21.919.678.490 111.753.280.240 19,61 Kurang 
2005 66.169.008.050 373.712.358.410 17,71 Kurang 
*Keterangan : Tolok Ukur Kemampuan Daerah menurut Tim 
Litbang Depdagri-Fisipol UGM, dikutip dari 
Munir (2004: 106) 
- Rasio PAD terhadap TPD :   0 – 10% Sangat kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 10 – 20% Kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 20 – 30% Sedang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 30 – 40% Cukup 
- Rasio PAD terhadap TPD : 40 – 50% Baik 
- Rasio PAD terhadap TPD :     > 50% Sangat baik 
Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Kota Surakarta 









2. Kabupaten Sukoharjo 
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Kabupaten Sukoharjo memiliki luas wilayah 46.666 km2, terdiri atas 12 
kecamatan dan 167 desa/ kelurahan. Wilayah ini berbatasan dengan Karanganyar di 
sebelah Timur, Gunung Kidul dan Wonogiri di sebelah Selatan, Boyolali dan Klaten di sebelah Barat, dan di 
sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surakarta. 
 
a. Penduduk 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Sukoharjo, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 
2005 sebanyak  838.308 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 
17.964 jiwa/km2 serta tingkat pertumbuhan 7,39%. Tingkat pendidikan penduduk 
Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2005 meningkat dari tahun-
tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk tidak sekolah, tidak 
tamat sekolah dan lulus SD yang semakin menurun (tingkat 
pertumbuhannya -24,14%, -4,53%, - 3% dan -4,93%) dengan 
proporsi 21,76% dari total penduduk, sedang jumlah penduduk 
lulus SLTP, lulus SLTA, lulus Diploma dan lulus Sarjana semakin 
meningkat dengan proporsi 78,24% dari total penduduk (tingkat 
pertumbuhannya berturut-turut  17,32%, 3,51%, 34,67% dan 
19,04%). Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat 
dalam bidang pendidikan meningkat (lihat Tabel 4.8).  Dari jumlah 
penduduk tersebut,  jumlah penduduk bekerja sekitar 47,78% dari total 
penduduk (lihat Tabel 4.9). Penyebaran tenaga kerja pada sektor-sektor 
ekonomi paling banyak terserap pada sektor industri pengolahan/ 
manufaktur sekitar 27,47% , diikuti sektor perdagangan, hotel dan 
restoran sekitar 20,08%, dan sektor keuangan, penyewaan dan jasa 
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perusahaan sekitar 18,63% sedangkan sektor pertanian hanya 
memberikan lapangan kerja sebesar 13,27% bagi tenaga kerja. 
Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo telah 
bergeser dari komunitas masyarakat agraris ke masyarakat industri, 
walaupun bidang pertanian masih tetap menjadi mata pencaharian 
bagi masyarakat pedesaan. Adapun tingkat pertumbuhan tenaga 
kerja di Kabupaten Sukoharjo antara tahun 2000-2005 meningkat 
5,66%.  
 
Tabel 4.8 Penduduk Kabupaten Sukoharjo Menurut Tingkat 
Pendidikan Tahun 1990 - 2005   
 
Pertumbuhan (%) Tingkat 
Pendidikan 







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Tidak Sekolah 
        
20.426 
         
20.045 
            
14.356  
        
10.890 






Tidak Tamat SD 
        
25.468  
         
25.320 
            
16.457 
        
15.712 
                
-0,58 
 -
35,00  -4,53 
Lulus SD 
      
123.590 
       
100.458 
          
160.594 
      
155.782 
             
-18,72  59,86  -3,00 
Lulus SLTP 
      
200.456  
       
215.560 
          
213.487 
      
250.458 
                 
7,53  -0,96 
         
17,32  
Lulus SLTA 
      
278.125 
       
280.423 
          
284.563 
      
294.563 
                 
0,83   1,48  
           
3,51  
Lulus Diploma 
        
15.234 
         
14.052 
            
15.485 
        
20.853 
                
-7,76  0,20  
         
34,67  
Lulus Sarjana 
        
27.255 
         
74.081 
            
75.645 
        
90.050 
             
171,81  0,11  
         
19,04  
Jumlah 690.554 729.939 780.587 838.308 5,70 6,94 7,39 









Tabel 4.9 Penyebaran Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo 
















        
62.452 
  
         
60.895 
  
            
75.052  
 
           
80.452 
  
                
-2,49 
 









          
6.143 
  
           
7.20 
  
              
7.901 
  
             
8.520 
  
               
15,90 
  
         
10,97 
  





dan Jasa Perusahaan 
 
        
21,456 
  
         
52.04 
  
            
60.420. 
  
           
74.621 
  
             
142,84 
  
         
15,96  
 





        
92.712 
  
         
85.432  
 
            
83.200 
  
           
53.158 
  









          
3.102  
  
           
2.340  
 
              
2.310 
  
             
1.154 
  









        
73.859 
  
         
83.593 
 
            
91.350 
  
         
110.025 
  
               
13,18  
 
           
9,28 
  
         
20,44 
 
Listrik,Air Minum dan 
Gas 
 
          
8.457 
  
           
9.841 
  
            
10.511 
  
           
10.233  
 
               
16,37  
 
           
6,81  
 
    -2,64 
 
Bangunan dan Konstruksi 
 
        
27.255 
  
         
40.793 
  
            
48.363 
  
           
62.417  
 
               
49,67  
 
         
18,56  
 




               
295.436  
         
342.118  
           
379.107  400.580 
               
15,80  
         
10,81  
           
5,66  
Sumber : Sukoharjo dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat 
dari pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita. Pertumbuhan 
PDRB Kabupaten Sukoharjo antara tahun 2000-2005 sebesar  5% 
(lihat Tabel 4.10). Tingkat pertumbuhan ini sangat jauh bila 
dibanding pertumbuhan PDRB antara tahun 1990-1995 dan tahun 
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1995-2000 yang mencapai 41% dan 32% walaupun bila dilihat dari 
besar angka nominalnya nilai PDRB pada tahun 2005 jauh lebih 
besar dari pada tahun 1990. Perekonomian Kabupaten Sukoharjo 
ditopang sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,49% dari 
total PDRB, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan 
kontribusi 27,92% dan sektor pertanian sebesar 20,37%, atau bisa 
dikatakan 77,83% perekonomian Kabupaten Sukoharjo ditopang 
oleh sektor industri dan jasa.  Hal ini menunjukkan bahwa struktur 
perekonomian Kabupaten Sukoharjo sudah mengarah pada sektor 
industri dan jasa, walaupun sektor pertanian belum ditinggalkan, 
sehingga pendapatan daerah diperoleh dari pajak dan retribusi yang 
berkaitan dengan sektor jasa (seperti pajak hotel dan restoran, pajak 
hiburan, pajak penerangan jalan umum, pajak bumi dan bangunan, 
pajak reklame, bea balik nama, retribusi ijin usaha/HO, retribusi 
kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi sampah, retribusi IMB 
serta retribusi APAR). 
Sedangkan tingkat pendapatan perkapita antara  tahun 
2000-2005 mengalami pertumbuhan 2%, angka pertumbuhan ini 
jauh lebih rendah bila dibandingkan pertumbuhan pendapatan 
perkapita tahun 1990-1995 sebesar 38% dan pertumbuhan 1995-
2000 sebesar 11% (lihat Tabel 4.11).  Apabila dibandingkan 
dengan tingkat pertumbuhan PDRB, tingkat pertumbuhan 
pendapatan perkapita ini menunjukkan laju pertambahan penduduk 
jauh lebih cepat dari besarnya peningkatan pendapatan yang 
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diperoleh dari seluruh barang dan jasa yang ada di Kabupaten 
Sukoharjo, sehingga peningkatan kesejahteraan penduduk kurang 





Tabel 4.10 PDRB Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga 
Konstan  Menurut Sektor Tahun 1990 - 2005  
























45.335,77 179.422,46 321.701,44 437.924,60 41.00 15.00 7.00 
Pertanian 
 
115.062,77 287.828,07 695.640,71 802.838,94 26.00 26.00 5.00 
Pertambangan 
 












13.202,76 45.400,81 117.918,57 157.679,83 35.00 26.00 7.00 
Jumlah 275.261,38 1.062.628,27 3.270.893,39 3.941.788,46 41.00 32.00 5.00 
Sumber : Sukoharjo dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
 
Tabel 4.11  Pendapatan Perkapita Kabupaten Sukoharjo Atas 
Dasar Harga Konstan Tahun 1990 - 2005  (dalam 
Rp.) 
 
 Pendapatan Perkapita 
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Tahun Rp Pertumbuhan % 
(1) (2) (3) 
1990 398.609,49 - 
1995 1.455.776,81 38.00 
2000 4.190.299,50 11.00 
2005 4.702.076,64 2.00 
Sumber : Sukoharjo dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
c. Tingkat Pertumbuhan Investasi 
Pertumbuhan investasi berpengaruh besar pada peningkatan 
pendapatan daerah. Pada tahun 2005 nilai investasi Penanaman 
Modal Dalam Negeri yang tertanam di Kabupaten Sukoharjo 
sebesar                                    Rp. 222.432.000.000,00 jauh 
dibawah nilai investasi pada tahun 1990 yang mencapai  Rp. 
694.743.000.000,00 atau mengalami penurunan rata-rata 89%  per 
tahun (gambaran selengkapnya lihat Tabel 4.12).  
 
Tabel 4.12 Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam 
Negeri  Kabupaten Sukoharjo Tahun   1990 - 2005   
 




(1) (2) (3) (4) 
1990 694.743.000.000,00 - - 
1995 724.367.000.000,00 2.00 1.66 
2000 439.262.000.000,00 -88.8 0.42 
2005 222.432.000.000,00 -88.2 1.13 
Sumber : Sukoharjo dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
dan Hasil olah data 
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Dalam hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi 
relatif (ICOR) , diketahui bahwa pertumbuhan nilai investasi di 
Kabupaten Sukoharjo tersebut memiliki tingkat produktivitas yang 
kurang baik, karena pertumbuhan investasi tidak sebanding dengan 
laju pertumbuhan ekonomi. Padahal di awal tahun penelitian 
(1990) besarnya nilai investasi jauh di atas nilai seluruh barang dan 
jasa yang diproduksi. Hal ini dimungkinkan karena adanya krisis 
ekonomi yang membuat investor berkurang kemampuan 
berinvestasi. Apabila Kabupaten Sukoharjo setelah masa setelah 
krisis ekonomi agak mereda ini mampu menarik investor untuk 
kembali berinvestasi di daerahnya, maka akan dapat meningkatkan 
produktivitas investasi karena dilihat dari besaran ICOR, 
peningkatan investasi di Kabupaten Sukoharjo masih akan 
membuat efisien aktivitas produksi, sehingga benar-benar dapat 
digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang akhirnya 
akan bermuara pada peningkatan pendapatan daerah. 
Pada dasarnya Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah 
yang potensial untuk dijadikan tujuan investasi. Beberapa alasan 
yang melatarbelakanginya adalah: 
1) Kondisi perekonomian dan sosial politik yang relatif stabil  
2) Penduduknya memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang beragam 
3) Lokasi yang strategis di kawasan kota-kota perdagangan yang 
memudahkan untuk terkoneksi satu sama lain. 
4)  Beberapa industri mempunyai prospek ekonomi yang cukup baik.  
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5) Pelayanan perizinan investasi yang dapat dipercaya, efisien, mudah dan 
transparan.  
Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi unggulan yang 
masih terbuka luas bagi para investor untuk menanamkan 
modalnya  yakni : 
1) Bidang Industri, seperti tekstil, garmen yang telah lama menjadi 
potensi utama Sukoharjo, furniture untuk mebel kayu dan rotan, 
kerajinan ukir kaca, kerajinan gitar, kerajinan tata sungging yang banyak 
menghasilkan wayang, hiasan dinding, pembuatan perangkat 
gamelan, batik, yang semuanya menghasilkan produk yang 
berkualitas dan berorientasi ekspor. Potensi yang 
dikembangkan dengan cara mengembangkan kemitraan dengan 
industri kecil dalam berbagai sisi, baik dari permodalan maupun 
pemasaran. 
2) Bidang properti, dimana wilayah Solobaru yang merupakan 
daerah perumahan bagi masyarakat pekerja di Kota Surakarta 
masih sangat menjanjikan untuk pengembangan perumahan dan 
sentra bisnis. Potensi yang dapat dikembangkan berupa 
investasi tempat hiburan, jasa konstruksi, pusat perdagangan 
dan pertokoan. 
 
d. Tingkat dan Laju Industrialisasi 
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Sebagai daerah yang struktur perekonomiannya sudah 
mengarah pada sektor industri dan jasa, Kabupaten Sukoharjo 
dalam tahap-tahap industrialisasi saat ini berada pada tahapan 
industrialisasi penuh, hal ini dapat dilihat dari besarnya laju 
industrialisasi yang dimiliki. Berdasar data observasi, mulai Tahun 
2000-2005 kontribusi sektor industri pengolahan atas total PDRB 
berada pada tingkat di atas 30,00%, yang merupakan indikator 
tahapan  industrialisasi penuh. 
Kondisi ini bila dihubungkan produktivitas investasi di 
muka (laju pertumbuhan ekonomi relatif / ICOR ) , akan terlihat 
bahwa Kabupaten Sukoharjo harus bekerja keras meningkatkan 
nilai investasi di daerahnya, karena untuk dapat berkembangnya/ 
meningkatnya kapasitas produksi harus ada tambahan investasi. 
Sehingga peluang-peluang investasi yang ada harus dikelola 





Tabel 4.13 Tingkat Industrialisasi Kabupaten Sukoharjo 




Pertumbuhan Tahapan Industrialisasi* 
(1) (2) (3) (4) 
1990 18,92 - Menuju proses 
industrialisasi 
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1995 27,74 46,62 Semi industrialisasi 
2000 31,02 11,82 Industrialisasi penuh 
2005 30,49 -1,71 Industrialisasi penuh 
*Keterangan : Tahapan Industrialisasi menurut Suseno dalam 
Indikator Ekonomi (1990: 22)  
- Non Industrialisasi : < 10 
- Menuju proses Industrialisasi : 10-20  
- Semi-Industrialisasi : 20-30 
- Industrialisasi Penuh : > 30 
Sumber : Sukoharjo dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
( data diolah) 
 
e. Tingkat dan Pertumbuhan Kemandirian Daerah 
Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sukoharjo antara 
Tahun 1990-2005 dilihat dari pengukuran derajat desentralisasi 
mengalami penurunan dari kategori sedang pada tahun 1990 
(20,79%) menjadi kategori kurang pada tahun 1995 (18,04%) serta 
menjadi sangat kurang pada tahun 2000-2005 (7,25% dan 7,98%)  
sebagaimana terlihat pada  Tabel 4.14. 
Hal ini bukan karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Sukoharjo yang menurun ataupun tidak berkembang, karena dilihat 
dari nominalnya Pendapatan Asli Daerah meningkat secara 
signifikan, namun lebih karena perubahan kebijakan Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah di Daerah di era otonomi daerah yang 
dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 
Daerah yang menyebabkan porsi dana dari Pemerintah Pusat 
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kepada Pemerintah di Daerah semakin besar ( baik berupa Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi hasil pajak dan bukan 
pajak, dan lain-lain) . Kondisi ini mengakibatkan rasio/ 
perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan 
Daerah yang menjadi tolok ukur Tingkat Kemandirian Daerah bagi 
Kabupaten/ Kota yang tidak dapat memacu pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah-nya mengikuti pertumbuhan  Total 
Penerimaan Daerah-nya mengalami penurunan. 
 
Tabel 4.14 Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun  1990 - 2005   
 
Tahun Pendapatan 
Asli Daerah Rp 
Total Penerimaan 





(1) (2) (3) (4) (5) 
1990 2.415.553.000 11.615.553.000 20,79 Sedang 
1995 4.350.900.000 24.114.033.000 18,04 Kurang 
2000 6.199.500.000 85.529.811.000 7,25 Sangat kurang 
2005 30.384.475.000 380.338.167.000 7,98 Sangat kurang 
*Keterangan : Tolok Ukur Kemampuan Daerah menurut Tim 
Litbang Depdagri-Fisipol UGM, dikutip dari 
Munir (2004: 106) 
- Rasio PAD terhadap TPD :   0 – 10% Sangat kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 10 – 20% Kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 20 – 30% Sedang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 30 – 40% Cukup 
- Rasio PAD terhadap TPD : 40 – 50% Baik 
- Rasio PAD terhadap TPD :     > 50% Sangat baik 
Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten 





3. Kabupaten Boyolali  
Kabupaten Boyolali yang memiliki luas wilayah 1.015.7 km2 merupakan 
Kabupaten dengan luas wilayah nomor dua di daerah Wilayah 
Soloraya terdiri dari 19 Kecamatan dan 263 Desa dan 4 Kelurahan. Berbatasan 
dengan Grobogan dan Semarang di sebelah Utara, Karanganyar, Sragen dan Sukoharjo di sebelah Timur, 
Klaten dan D.I.Yogyakarta di sebelah Selatan serta berbatasan dengan Magelang dan Semarang di 
sebelah Barat.  
a. Penduduk 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 
jumlah penduduk Kabupaten Boyolali pada Tahun 2005 sebanyak  
940.186 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 925 jiwa/km2 serta tingkat 
pertumbuhan 2,15%. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Boyolali pada 
Tahun 2005 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dengan 
jumlah penduduk lulus SLTA, lulus Diploma dan lulus Sarjana 
semakin meningkat dengan proporsi 48,87% dari total penduduk 
dengan tingkat pertumbuhan 3,56%, 23,28% dan 132,73% (lihat 
Tabel 4.15) , walaupun jumlah penduduk tidak sekolah jumlah dan 
pertumbuhannya meningkat dimungkinkan karena angka kelahiran 
yang bertambah.  
Dari jumlah penduduk tersebut,  jumlah penduduk bekerja 
sekitar 44,92% dari total penduduk. Penyebaran tenaga kerja pada sektor-
sektor ekonomi paling banyak terserap pada sektor industri 
pengolahan/ manufaktur sekitar 21,78% , diikuti sektor 
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perdagangan, hotel dan restoran sekitar 19,86%, dan sektor 
pertanian sebesar 19,36% (gambaran selengkapnya lihat Tabel 4.16). Ini 
menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali telah bergeser dari 
komunitas masyarakat agraris ke masyarakat industri, walaupun 
bidang pertanian masih tetap menjadi mata pencaharian utama bagi 
masyarakat pedesaan.  Adapun tingkat pertumbuhan tenaga kerja di 
Kabupaten Boyolali antara tahun 2000-2005 meningkat 22,81%. 
 
Tabel 4.15   Penduduk Kabupaten Boyolali Menurut Tingkat 
Pendidikan Tahun 1990 - 2005   
 
Pertumbuhan (%) Tingkat 
Pendidikan 







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Tidak Sekolah 
        
41.526  
         
39.430  
            
38.020  
        
41.526    -5.05  -3.58 
           
9.22  
Tidak Tamat SD 
        
52.046  
         
55.893  
            
50.421  
        
38.335  7.39    -9.79  -23.97 
Lulus SD 
      
142.032  
       
145.450  
          
141.230  
      
135.006  
                 
2.41    -2.90  -4.41 
Lulus SLTP 
      
264.655  
       
278.944  
          
300.710  
      
265.822  
                 
5.40  
          
7.80   -11.60 
Lulus SLTA 
      
275.111  
       
276.842  
        
294.056  
      
304.526  
                 
0.63  
          
6.22  
           
3.56  
Lulus Diploma 
        
56.893  
         
58.412  
            
58.822  
        
72.518  
                 
2.67  
          
0.70  
         
23.28  
Lulus Sarjana 
        
35.429  
         
38.475  
            
35.429  
        
82.453  
                 
8.60    -7.92 
       
132.73  
 867.692 893.446 920.361 940.186 2,97 3,01 2,15 
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Jumlah 





Tabel 4.16 Penyebaran Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali 



















6.920 10.850 7.899 11.578 56,79 -27,20 46,58 
Keuangan, Penyewaan 
dan Jasa Perusahaan 
 
37.633 52.104 57.633 78.111 38,45 10,61 35,53 
Pertanian 
 
105.340 98.488 82.945 95.109 -6,50 -15,78 14,67 
Pertambangan 
 
3.008 2.372 2.310 2.483 -21,14 -2,61 7,49 
Industri Pengolahan 
 
43.115 83.593 87.222 107.045 93,88 4,34 22,73 
Listrik,Air Minum dan 
Gas 
 
14.683 9.841 10.816 14.655 -32,98 9,91 35,49 
Bangunan dan Konstruksi 
 
85.393 80.453 82.319 84.799 -5,79 2,32 3,01 
 
Jumlah 341.572 398.152 400.110 491.368 16,56 0,49 22,81 
Sumber : Boyolali dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
 
b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dapat dilihat 
dari pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita. Pertumbuhan 
PDRB Kabupaten Boyolali antara tahun 2000-2005 sebesar 5%. 
Tingkat pertumbuhan ini sangat jauh bila dibanding pertumbuhan 
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PDRB antara tahun 1990-1995 dan tahun 1995-2000 yang 
mencapai 24% walaupun bila dilihat dari besar angka nominalnya 
nilai PDRB pada tahun 2005 jauh lebih besar dari pada tahun 1990 
(lihat Tabel 4.18). Sedangkan tingkat pendapatan perkapita tahun 
2000-2005 mengalami pertumbuhan 25%, angka pertumbuhan ini 
jauh lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan pendapatan 
perkapita tahun 1990-1995  sebesar 12% (lihat Tabel 4.17).  
 
Tabel 4.17 Pendapatan Perkapita Kabupaten Boyolali Atas 
Dasar Harga Konstan Tahun 1990 - 2005  (dalam 
Rp.) 
 
Pendapatan Perkapita  
Tahun Rp Pertumbuhan % 
(1) (2) (3) 
1990 312.317 - 
1995 989.967 12.00 
2000 3.243.154 24.00 
2005 3.675.934 25.00 
Sumber : Boyolali dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
Perbandingan besar pertumbuhan PDRB dengan 
pendapatan perkapita di Kabupaten Boyolali berbanding lurus, 
dimana pertumbuhan PDRB diikuti dengan pertumbuhan 
pendapatan perkapita dengan prosentase pertumbuhan pendapatan 
perkapita yang lebih besar. Artinya peningkatan besarnya 
pendapatan yang diperoleh dari seluruh barang dan jasa yang ada di 
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Kabupaten Boyolali lebih cepat dari pertambahan penduduk yang 
menikmatinya, sehingga tingkat kesejahteraan penduduk 
meningkat. Perekonomian Kabupaten Boyolali ditopang sektor 
pertanian dengan kontribusi sebesar 36,76% dari total PDRB 
diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 
25,97% dan sektor industri pengolahan sebesar 16,32% atau untuk 
keseluruhan sektor industri dan jasa sebesar 61,51% (lihat Tabel 
4.18). Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian 
Kabupaten Boyolali sudah mengarah pada sektor industri dan jasa, 
walaupun sektor pertanian belum ditinggalkan, sehingga 
pendapatan daerah diperoleh dari pajak dan retribusi yang 
berkaitan dengan sektor jasa (seperti pajak hotel dan restoran, pajak 
hiburan, pajak penerangan jalan umum, pajak bumi dan bangunan, 
pajak reklame, bea balik nama, retribusi ijin usaha/HO, retribusi 
kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi IMB). 
 
Tabel 4.18  PDRB Kabupaten Boyolali Atas Dasar Harga 
Konstan   Menurut Sektor Tahun 1990 - 2005  




























112.094,69 286.631,00 1.036.185,80 1.270.600,78 26.00 38.00 5.00 
Pertambangan 
 












6.062,36 20.712,92 71.758,09 84.927,59 24.00 24.00 5.00 
Jumlah 270.995,68 884.481,69 2.984.872,31 3.456.062,12 24.00 24.00 5.00 
Sumber : Boyolali dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
 
c. Tingkat Pertumbuhan Investasi 
Pertumbuhan investasi berpengaruh besar pada peningkatan 
pendapatan daerah. Pada tahun 2005 nilai investasi Penanaman 
Modal Dalam Negeri yang tertanam di Kabupaten Boyolali sebesar 
Rp. 260.755.000.000,00 mengalami pertumbuhan rata-rata  26% 
per tahun dari nilai investasi pada tahun 1990 sebesar Rp. 
102.454.000.000,00 (lihat Tabel 4.19).  
 
Tabel 4.19 Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam 
Negeri Kabupaten Boyolali  Tahun  1990 - 2005   
 




(1) (2) (3) (4) 
1990 102.454.000.000,00 - - 
1995 111.308.000.000,00 45.00 0.52 
2000 162.170.000.000,00 38.00 0.23 
2005 260.755.000.000,00 12.00 1.51 
Sumber : Boyolali dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
dan Hasil olah data 
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Dalam hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi 
relatif (ICOR) , diketahui bahwa pertumbuhan nilai investasi di 
Kabupaten Boyolali tersebut memiliki tingkat produktivitas yang 
kurang baik, karena masih jauh dari laju pertumbuhan ekonomi 
relatif yang ideal (sebesar 3-4%), namun masih dapat ditingkatkan. 
Apabila Kabupaten Boyolali mampu menarik investor untuk 
berinvestasi di daerahnya, maka akan dapat meningkatkan 
produktivitas investasi karena dilihat dari besaran ICOR, 
peningkatan investasi di Kabupaten Boyolali masih akan membuat 
efisien aktivitas produksi, sehingga benar-benar dapat digunakan 
untuk meningkatkan kapasitas produksi yang akhirnya akan 
bermuara pada peningkatan pendapatan daerah. 
Boyolali merupakan wilayah yang potensial untuk dijadikan 
tujuan investasi. Beberapa alasan yang melatarbelakanginya 
adalah: 
1) Kondisi perekonomian dan sosial politik yang relatif stabil  
2) Penduduknya memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang beragam 
3) Lokasi yang strategis di kawasan kota-kota perdagangan yang 
memudahkan untuk terkoneksi satu sama lain. 
4)  Beberapa industri mempunyai prospek ekonomi yang cukup baik.  
5) Pelayanan perizinan investasi yang dapat dipercaya, efisien, mudah dan 
transparan.  
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Kabupaten Boyolali memiliki banyak potensi unggulan 
yang masih terbuka luas bagi para investor untuk menanamkan 
modalnya seperti : 
1) Bidang pariwisata dengan banyaknya obyek wisata yang belum 
tergarap dengan baik seperti kawasan lereng Gunung Merapi, 
memberikan peluang investasi yang besar untuk sarana penginapan 
(hotel, losmen, guest house), restoran, toko souvenir, biro perjalanan, dan 
sarana transportasi 
2) Bidang Pertanian dengan adanya produk-produk unggulan seperti 
tembakau untuk jenis rajangan maupun asapan, budidaya jagung hibrida, 
budidaya pepaya yang memberi peluang dalam investasi di bidang 
pemasaran, pengemasan, dan budi daya lebih lanjut 
3) Bidang Peternakan seperti sapi perah dengan produksi susu yang dijadikan 
minuman susu segar ataupun bahan baku produk susu, ternak 
sapi potong yang dijadikan konsumsi daging segar dan bahan baku 
pengolahan daging, memberikan peluang bagi pihak-pihak 
terkait untuk mengembangkan bidang peternakan ini dari segi 
permodalan, teknologi peternakan, pengolahan dan distribusi hasil ternak 
4) Bidang Industri seperti kerajinan tembaga yang banyak menghasilkan 
produk cenderamata  seperti vas, kap lampu, lampu gantung, 
ornamen arsitektur dengan potensi ekspor.  
 
d. Tingkat dan Laju Industrialisasi 
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Sebagai daerah yang struktur perekonomiannya masih 
bertumpu pada sektor agraris, Kabupaten Boyolali berdasar 
kontribusi  sektor industri pengolahan atas total PDRB dalam 
tahap-tahap industrialisasi saat ini berada pada tahapan menuju 
proses industrialisasi, hal ini dapat dilihat dari besarnya laju 
industrialisasi yang dimiliki. Berdasar data observasi, mulai Tahun 
1990-2005 tingkat industrialisasi berada pada tingkat 10-20%, yang 
merupakan indikator tahapan  menuju proses industrialisasi (lihat 
Tabel 4.20). 
 
Tabel 4.20 Tingkat Industrialisasi Kabupaten Boyolali Tahun            




Pertumbuhan Tahapan Industrialisasi 
* 
(1) (2) (3) (4) 
1990 12,51 - Menuju proses 
industrialisasi 
1995 18,91 51,16 Menuju proses 
industrialisasi 
2000 18,91 0 Menuju proses 
industrialisasi 
2005 16,32 -13,69 Menuju proses 
industrialisasi 
*Keterangan : Tahapan Industrialisasi menurut Suseno dalam 
Indikator Ekonomi (1990: 22)  
- Non Industrialisasi : < 10 
- Menuju proses Industrialisasi : 10-20  
- Semi-Industrialisasi : 20-30 
- Industrialisasi Penuh : > 30 




Kondisi ini bila dihubungkan produktivitas investasi di 
muka (laju pertumbuhan ekonomi relatif / ICOR ) , akan terlihat 
bahwa Kabupaten Boyolali harus bekerja keras meningkatkan nilai 
investasi di daerahnya, karena untuk dapat berkembangnya/ 
meningkatnya kapasitas produksi harus ada tambahan investasi. 
Sehingga peluang-peluang investasi yang ada harus dikelola 




e. Tingkat dan Pertumbuhan Kemandirian Daerah 
Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Boyolali antara 
tahun 1990-2005  dilihat dari pengukuran derajat desentralisasi 
menunjukkan nilai 14,81%, 18,73%, 9,42% dan 12,51% (lihat 
Tabel 4.21) yang berarti berada dalam kategori kurang, artinya 
tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat/ di atasnya sangat 
tinggi, walaupun kalau dilihat dari angka nominal Pendapatan Asli 
Daerah terdapat kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini bukan karena 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali yang menurun 
ataupun tidak berkembang, karena dilihat dari nominalnya 
Pendapatan Asli Daerah meningkat secara signifikan, namun lebih 
karena perubahan kebijakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
di Daerah di era otonomi daerah yang dimulai dengan keluarnya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  
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Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang 
menyebabkan porsi dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
di Daerah semakin besar ( baik berupa Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan lain-lain) . 
Kondisi ini mengakibatkan rasio/ perbandingan Pendapatan Asli 
Daerah dengan Total Penerimaan Daerah yang menjadi tolok ukur 
Tingkat Kemandirian Daerah bagi Kabupaten/ Kota yang tidak 
dapat memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah-nya 
mengikuti pertumbuhan  Total Penerimaan Daerah-nya mengalami 
penurunan. 
 
Tabel 4.21 Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 1990 - 2005   
 
Tahun Pendapatan Asli 
Daerah Rp 
Total Penerimaan 
Daerah  Rp. 
Derajat 
Desentralisasi  % 
Kategori * 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1990 2.672.525.000,00 18.043.938.000,00 14,81 Kurang 
1995 4.896.318.000,00 26.135.225.000,00 18,73 Kurang 
2000 10.096.449.000,00 107.125.676.000,00 9,42 Sangat  Kurang 
2005 49.816.905.000,00 398.262.209.000,00 12,51 Kurang 
*Keterangan : Tolok Ukur Kemampuan Daerah menurut Tim 
Litbang Depdagri-Fisipol UGM, dikutip dari 
Munir (2004: 106) 
- Rasio PAD terhadap TPD :   0 – 10% Sangat kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 10 – 20% Kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 20 – 30% Sedang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 30 – 40% Cukup 
- Rasio PAD terhadap TPD : 40 – 50% Baik 
- Rasio PAD terhadap TPD :     > 50% Sangat baik 
Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten 




4. Kabupaten Karanganyar 
Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah 773,78 km2 , yang terbagi 
menjadi 17 Kecamatan, 162 desa, 15 kelurahan. Berbatasan dengan Sragen di sebelah Utara, 
Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah Selatan, Surakarta dan Boyolali di sebelah Barat serta 
memiliki akses yang sangat dekat dengan Jawa Timur.  
a. Penduduk 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 
jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2005 sebanyak  
833.869 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.077 jiwa/km2 serta 
tingkat pertumbuhan 5,88%.  
Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Karanganyar pada 
Tahun 2005 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dengan 
jumlah penduduk lulus SLTP, lulus SLTA, lulus Diploma dan lulus 
Sarjana semakin meningkat dengan proporsi 76,16% dari total 
penduduk (tingkat pertumbuhannya 17,61%, -0,46% , 12,45% dan 
25,67%) , jumlah penduduk lulus SLTA berkurang dimungkinkan 
karena melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (lihat 
Tabel 4.22). Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat 
dalam bidang pendidikan meningkat.  
 
Tabel 4.22 Penduduk Kabupaten Karanganyar Menurut Tingkat 
Pendidikan Tahun 1990 - 2005   
 
Pertumbuhan (%) Tingkat 
Pendidikan 








(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Tidak Sekolah 40.564 39.430 30412 25.472 -2,80 -22,87 -16,24 
Tidak Tamat SD 76.111 55.893 50.487 38.335 -26,56 -9,67 -24,07 
Lulus SD 124..855 144.844 121.444 135.006 16,01 -16,16 11,17 
Lulus SLTP 184.522 180.452 190.744 224.336 -2,21 5,70 17,61 
Lulus SLTA 209.180 230.411 298.133 296.764 10,15 29,39 -0,46 
Lulus Diploma 43.448 57.436 53.788 60.487 32,19 -6,35 12,45 
Lulus Sarjana 25.433 37.566 42.548 53.469 47,71 13,26 25,67 
Jumlah 704.113 746.032 787.556 833.869 5.95 5.57 5.88 
Sumber : Karanganyar dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
Dari jumlah penduduk di atas,  jumlah penduduk bekerja 
sekitar 70,97% dari total penduduk. Penyebaran tenaga kerja pada sektor-
sektor ekonomi paling banyak terserap pada sektor industri 
pengolahan/ manufaktur sekitar 25,85% , diikuti sektor pertanian 
sebesar 22,09% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sekitar 
19,03% (gambaran selengkapnya lihat Tabel 4.23). Ini 
menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar telah bergeser dari 
komunitas masyarakat agraris ke masyarakat industri, walaupun 
bidang pertanian masih tetap menjadi mata pencaharian utama bagi 
masyarakat pedesaan.  Adapun tingkat pertumbuhan tenaga kerja di 
Kabupaten Karanganyar  antara tahun 2000-2005 meningkat 
25,18%.  
Tabel 4.23 Penyebaran Tenaga Kerja Kabupaten 




































































































































































b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dapat 
dilihat dari pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita. 
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Karanganyar antara tahun 2000-
2005 sebesar  26% dan rata-rata pertumbuhan per tahun mulai 
tahun 1990-2005 sebesar 18% per tahun. Perekonomian Kabupaten 
Karanganyar ditopang sektor industri pengolahan sebesar 52,55% dari total 
PDRB diikuti sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 19,68% 
dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 
10,33% atau kontribusi keseluruhan sektor industri dan jasa sebesar  
78,08%  (lihat Tabel 4.24). Hal ini menunjukkan bahwa struktur 
perekonomian Kabupaten Karanganyar telah bertumpu pada sektor 
industri walaupun sektor agraris masih menjadi tumpuan 
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masyarakat pedesaan. Sedangkan tingkat pendapatan perkapita 
antara tahun 2000-2005 mengalami pertumbuhan 5%, angka 
pertumbuhan ini jauh lebih rendah bila dibandingkan pertumbuhan 
pendapatan perkapita tahun 1990-1995 sebesar 29% dan 
pertumbuhan pendapatan perkapita tahun 1995-2000 sebesar 23% 
(lihat Tabel 4.25). Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Karanganyar 
jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan pendapatan perkapita 
yang malah menurun. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang 
menikmati PDRB semakin banyak (peningkatan jumlah penduduk 
lebih cepat dari peningkatan pendapatan) sehingga kesejahteraan 
masyarakat peningkatannya tidak terlalu besar.  Kondisi ini akan 
menyebabkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan 
retribusi sulit ditingkatkan. Sehingga perlu diupayakan penggalian 
sumber dana yang lebih intensif.  
 
Tabel 4.24  PDRB Kabupaten Karanganyar Atas Dasar Harga 
Konstan Menurut Sektor Tahun 1990 - 2005  
























70.277,83 193.055,45 356.936,47 413.632,90 29.00 18.00 5.00 
Pertanian 
 
















24.335,09 29.938,42 82.523,11 101.794,26 5.00 29.00 5.00 
 
Jumlah 469.424,49 1.120.785,44 3.201.597,27 4.188.330,50 23.00 29.00 26.00 





Tabel 4.25  Pendapatan Perkapita Kabupaten Karanganyar 
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1990 – 2005  
(dalam Rp.) 
 
Pendapatan Perkapita  
Tahun Rp Pertumbuhan % 
(1) (2) (3) 
1990 666.689,00 - 
1995 1.502.328,00 23..0 
2000 4.065.231,00 29.00 
2005 5.022.767,00 5.00 





Untuk Kabupaten Karanganyar yang struktur 
perekonomiannya telah mengarah ke sektor industri dan jasa 
pendapatan daerah diperoleh dari pajak dan retribusi yang 
berkaitan dengan sektor jasa (seperti pajak hotel dan restoran, pajak 
hiburan, pajak penerangan jalan umum, pajak bumi dan bangunan, 
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pajak reklame, bea balik nama, retribusi ijin usaha/HO, retribusi 
kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi IMB). 
 
c. Tingkat Pertumbuhan Investasi 
Pertumbuhan investasi berpengaruh besar pada peningkatan 
pendapatan daerah. Pada tahun 2005 nilai investasi Penanaman 
Modal Dalam Negeri yang tertanam di Kabupaten Karanganyar 
sebesar                              Rp. 263.582.000.000,00 atau secara 
keseluruhan dari tahun 1990-2005 mengalami pertumbuhan 4% per 
tahun. Sedangkan dilihat dari angka nominalnya, mengalami 
kemerosotan sampai 31% bila dibanding nilaii investasi pada tahun 
2000 yang mencapai Rp. 703.938.000.000,00. (lihat Tabel 4.26). 
Hal ini dimungkinkan karena adanya krisis ekonomi yang membuat 
investor berkurang kemampuan berinvestasi. 
Dalam hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi 
relatif (ICOR) , diketahui bahwa pertumbuhan nilai investasi di 
Kabupaten Karanganyar tersebut memiliki tingkat produktivitas 
yang kurang baik, karena masih jauh dari laju pertumbuhan 
ekonomi relatif yang ideal (sebesar 3-4%), namun masih dapat 
ditingkatkan. Apabila Kabupaten Karanganyar mampu menarik 
investor untuk berinvestasi di daerahnya, maka akan dapat 
meningkatkan produktivitas investasi karena dilihat dari besaran 
ICOR, peningkatan investasi di Kabupaten Karanganyar masih 
akan membuat efisien aktivitas produksi, sehingga benar-benar 
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dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang 
akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan daerah. 
 
Tabel 4.26 Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri 
Kabupaten Karanganyar Tahun  1990 - 2005   
 




(1) (2) (3) (4) 
1990 201.253.000.000,00 - - 
1995 360.935.000.000,00 15.00 1.40 
2000 703.938.000.000,00 18.00 0.76 
2005 263.582.000.000,00 -31.00 0.24 
Sumber : Karanganyar dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 
2005 dan Hasil olah data 
 
Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah yang potensial 
untuk dijadikan tujuan investasi. Beberapa alasan yang 
melatarbelakanginya adalah: 
1) Kondisi perekonomian dan sosial politik yang relatif stabil  
2) Penduduknya memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang beragam  
3) Lokasi yang strategis di kawasan kota-kota perdagangan 
memudahkan untuk terkoneksi satu sama lain.  
4) Beberapa industri mempunyai prospek ekonomi yang cukup baik.  
5) Pelayanan perizinan investasi yang dapat dipercaya, efisien, mudah dan 
transparan.  
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Adapun  potensi unggulan yang masih terbuka luas bagi 
para investor untuk menanamkan modalnya antara lain dalam 
bidang : 
1) Pariwisata, dimana Bupati Karanganyar sekarang ini sedang 
gencar mempromosikan obyek wisata baru, seperti Air Terjun 
Jumok, sehingga terbuka peluang investasi berupa sarana 
penginapan (hotel, losmen, guest house), restoran, toko souvenir, dan 
sarana transportasi 
2) Pertanian, dimana Bupati Karanganyar sekarang ini 
mempromosikan Karanganyar sebagai “Kota Jemani” yang 
membuka peluang dalam usaha nursery disamping produk-
produk unggulan yang sudah ada seperti wortel, kol, sawi, kentang, tomat,  
strawberry. 
3) Peternakan seperti peternakan babi, sapi potong dan peternakan ayam merupakan 
unggulan Karanganyar di bidang peternakan. Begitu pula 
pengembangan di bidang perikanan dengan budi daya mujair, lele, 
gurame, memberikan peluang bagi pihak-pihak terkait untuk 
mengembangkan bidang peternakan ini dari segi permodalan, teknologi 
peternakan, pengolahan dan distribusi hasil ternak 
 
d. Tingkat dan Laju Industrialisasi 
Sebagai daerah yang struktur perekonomiannya telah 
bertumpu pada sektor industri pengolahan dimana kontribusinya 
atas total PDRB sebesar 52,55% , dalam tahap-tahap industrialisasi 
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saat ini Kabupaten Karanganyar berada pada tahapan industrialisasi 
penuh, hal ini dapat dilihat dari besarnya laju industrialisasi yang 
dimiliki. Berdasar data observasi, mulai Tahun 1995-2005 tingkat 
industrialisasi berada pada tingkat di atas 30%, yang merupakan 
indikator tahapan  industrialisasi penuh (lihat tabel 4.27). 
Kondisi ini bila dihubungkan produktivitas investasi di 
muka (laju pertumbuhan ekonomi relatif / ICOR ) , akan terlihat 
bahwa Kabupaten Karanganyar masih perlu meningkatkan nilai 
investasi di daerahnya, karena untuk dapat berkembangnya/ 
meningkatnya kapasitas produksi harus ada tambahan investasi. 
Sehingga peluang-peluang investasi yang ada harus dikelola 
dengan baik, agar dapat digunakan untuk meningkatkan 
pendapatan daerah. 
 
Tabel 4.27  Tingkat Industrialisasi Kabupaten Karanganyar 
Tahun 1990- 2005  (dalam %) 
 
Tahun Tingkat Industrialisasi Pertumbuhan Tahapan Industrialisasi* 
(1) (2) (3) (4) 
1990 28,73 - Semi industrialisasi 
1995 39,14 36,23 Industrialisasi penuh 
2000 49,09 25,42 Industrialisasi penuh 
2005 52,55 7,04 Industrialisasi penuh 
*Keterangan : Tahapan Industrialisasi menurut Suseno dalam 
Indikator Ekonomi (1990: 22)  
- Non Industrialisasi : < 10 
- Menuju proses Industrialisasi : 10-20  
 civ 
- Semi-Industrialisasi : 20-30 
- Industrialisasi Penuh : > 30 
Sumber : Karangayar dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 
2005 ( data diolah) 
 
e. Tingkat dan Pertumbuhan Kemandirian Daerah 
Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Karanganyar pada 
tahun 1990-2005 dilihat dari pengukuran derajat desentralisasi 
mengalami kemunduran dari kategori sedang pada tahun 1990 
(20,31%) menjadi kategori kurang  pada tahun 1995 (10,72%) dan 
sangat kurang pada tahun 2000-2005 (nilainya, 7,35% dan 7,96%) 
sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.28.  
 
Tabel 4.28 Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 1990 - 2005   
 
Tahun Pendapatan Asli 
Daerah Rp 
Total Penerimaan 
Daerah  Rp. 
Derajat 
Desentralisasi  % 
Kategori* 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1990 2.260.575.000,00 11.128.243.000,00 20,31 Sedang 
1995 3.000.709.000,00 27.980.706.000,00 10,72 Kurang 
2000 6.690.710.000,00 90.992.400.000,00 7,35 Sangat Kurang 
2005 31.618.494.000,00 397.044.734.000,00 7,96 Sangat Kurang 
*Keterangan : Tolok Ukur Kemampuan Daerah menurut Tim 
Litbang Depdagri-Fisipol UGM, dikutip dari 
Munir (2004: 106) 
- Rasio PAD terhadap TPD :   0 – 10% Sangat kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 10 – 20% Kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 20 – 30% Sedang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 30 – 40% Cukup 
- Rasio PAD terhadap TPD : 40 – 50% Baik 
- Rasio PAD terhadap TPD :     > 50% Sangat baik 
Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten 




Hal ini bukan karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Karanganyar yang menurun ataupun tidak berkembang, karena 
dilihat dari nominalnya Pendapatan Asli Daerah meningkat secara 
signifikan, namun lebih karena perubahan kebijakan Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah di Daerah di era otonomi daerah yang 
dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 
Daerah yang menyebabkan porsi dana dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah di Daerah semakin besar ( baik berupa Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi hasil pajak dan bukan 
pajak, dan lain-lain) . Kondisi ini mengakibatkan rasio/ 
perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan 
Daerah yang menjadi tolok ukur Tingkat Kemandirian Daerah bagi 
Kabupaten/ Kota yang tidak dapat memacu pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah-nya mengikuti pertumbuhan  Total 
Penerimaan Daerah-nya mengalami penurunan. 
 
5. Kabupaten Sragen 
Kabupaten Sragen memiliki wilayah seluas 941,55 km2 yang terbagi 
dalam 20 Kecamatan dan 196 Desa dan 12 Kelurahan. Berbatasan dengan Grobogan di 
sebelah Utara, Karanganyar di sebelah Selatan, Boyolali di sebelah Barat, dan Ngawi di sebelah Timur.  
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a. Penduduk 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 
jumlah penduduk Kabupaten Sragen pada Tahun 2005 sebanyak  
868.496 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 922 jiwa/km2 serta tingkat 
pertumbuhan 2,79%. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sragen pada 
Tahun 2005 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dengan 
jumlah penduduk lulus SLTP, lulus SLTA, lulus Diploma dan lulus 
Sarjana semakin meningkat dengan proporsi 76,53% dari total 
penduduk dengan tingkat pertumbuhan 18,84%, 5,93% , -28,64% 
dan -13,05% (gambaran selengkapnya lihat Tabel 4.29) . Hal ini 
menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang 
pendidikan meningkat. 
 
Tabel 4.29   Penduduk Kabupaten Sragen Menurut Tingkat 
Pendidikan Tahun 1990 - 2005   
 
Pertumbuhan (%) Tingkat 
Pendidikan 







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
















































































































Sumber : Sragen dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
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Dari jumlah penduduk di atas,  jumlah penduduk bekerja 
sekitar 47,46% dari total penduduk. Penyebaran tenaga kerja pada sektor-
sektor ekonomi paling banyak terserap pada sektor industri 
pengolahan/ manufaktur sekitar 32,03% , diikuti sektor pertanian 
sebesar 25,69% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sekitar 
17,09%. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen telah bergeser 
dari komunitas masyarakat agraris ke masyarakat industri, 
walaupun bidang pertanian masih tetap menjadi mata pencaharian 
utama bagi masyarakat pedesaan.  Adapun tingkat pertumbuhan 
tenaga kerja di Kabupaten Sragen antara tahun 2000-2005 




Tabel 4.30 Penyebaran Tenaga Kerja Kabupaten Sragen 































































































Industri Pengolahan 122.645 131.048 121.488 132.048 6,85 -7,30 8,69 
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Sumber : Sragen dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
 
b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen dapat dilihat dari 
pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita. Pertumbuhan 
PDRB Kabupaten Sragen antara tahun 2000-2005 sebesar  5%. 
Tingkat pertumbuhan ini sangat jauh bila dibanding pertumbuhan 
PDRB antara tahun 1990-1995 dan tahun 1995-2000 yang 
mencapai 29% dan 32% walaupun bila dilihat dari besar angka 
nominalnya nilai PDRB pada tahun 2005 jauh lebih besar dari pada 
tahun 1990. Perekonomian Kabupaten Sragen ditopang sektor 
pertanian dengan kontribusi sebesar 36,26% dari total PDRB 
diikuti sektor industri pengolahan sebesar 21,49% dan sektor perdagangan, 
hotel dan restoran dengan kontribusi 17,82% (lihat Tabel 4.32). Hal 
ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Sragen 
masih bertumpu pada sektor agraris dan sebagian telah mengarah 
pada sektor industri dengan total kontribusi sektor industri dan jasa 
terhadap PDRB sebesar 62,19%. Sedangkan tingkat pendapatan 
perkapita antara  tahun 2000-2005 mengalami pertumbuhan 5% 
angka pertumbuhan ini jauh lebih rendah bila dibandingkan 
pertumbuhan pendapatan perkapita tahun 1990-1995 sebesar 26% 
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dan pertumbuhan tahun 1995-2000 sebesar 32% (lihat Tabel 4.31). 
Perbandingan besar pertumbuhan PDRB dengan pendapatan 
perkapita di Kabupaten Sragen berbanding lurus, dimana 
pertumbuhan PDRB diikuti dengan pertumbuhan pendapatan 
perkapita. Sehingga peningkatan pendapatan di Kabupaten Sragen 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Kabupaten 
Sragen yang struktur perekonomiannya telah mengarah ke sektor 
industri dan jasa pendapatan daerah diperoleh dari pajak dan 
retribusi yang berkaitan dengan sektor jasa (seperti pajak hotel dan 
restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum, pajak bumi 
dan bangunan, pajak reklame, bea balik nama, retribusi ijin 
usaha/HO, retribusi kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi IMB). 
 
Tabel 4.31 Pendapatan Perkapita Kabupaten Sragen Atas 
Dasar Harga Konstan Tahun 1990 - 2005  (dalam 
Rp.) 
 
Pendapatan Perkapita  
Tahun 
Rp Pertumbuhan % 
(1) (2) (3) 
1990 291.760,51 - 
1995 764.394,35 26.00 
2000 2.257.365,82 32.00 
2005 2.673.655,64 5.00 
Sumber : Sragen dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
Tabel 4.32 PDRB Kabupaten Sragen Atas Dasar Harga 
Konstan Menurut Sektor Tahun 1990 - 2005  

























53.366,84 97.863,29 269.477,65 349.927,32 18.00 29.00 7.00 
Pertanian 
 
130.761,48 289.177,72 758.397,09 841.967,87 20.00 29.00 4.00 
Pertambangan 
 












13.187,37 43.687,61 72.996,73 107.476,40 24.00 15.00 38.00 
 
Jumlah 245.530,47 664.417,68 1.907.232,58 2.322.059,23 29.00 32.00 5.00 




c. Tingkat Pertumbuhan Investasi 
Pertumbuhan investasi berpengaruh besar pada peningkatan 
pendapatan daerah. Pada tahun 2005 nilai investasi Penanaman 
Modal Dalam Negeri yang tertanam di Kabupaten Sragen sebesar 
Rp. 344.170.000.000,00 atau mengalami  pertumbuhan rata-rata 
12% dari nilai investasi pada tahun 1990 sebesar Rp. 
69.427.000.000,00  (lihat Tabel 4.33).  
Dalam hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi 
relatif (ICOR) , diketahui bahwa pertumbuhan nilai investasi di 
Kabupaten Sragen tersebut memiliki tingkat produktivitas yang 
kurang baik, karena masih jauh dari laju pertumbuhan ekonomi 
 cxi 
relatif yang ideal (sebesar 3-4%), namun masih dapat ditingkatkan. 
Apabila Kabupaten Sragen mampu menarik investor untuk 
berinvestasi di daerahnya, maka akan dapat meningkatkan 
produktivitas investasi karena dilihat dari besaran ICOR, 
peningkatan investasi di Kabupaten Sragen masih akan membuat 
efisien aktivitas produksi, sehingga benar-benar dapat digunakan 
untuk meningkatkan kapasitas produksi yang akhirnya akan 
bermuara pada peningkatan pendapatan daerah. 
 
Tabel 4.33 Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam 
Negeri Kabupaten Sragen Tahun 1990 - 2005   
 




(1) (2) (3) (4) 
1990 69.427.000.000,00 - - 
1995 84.154.000.000,00 5.00 0.44 
2000 259.893.000.000,00 32.00 0.43 
2005 344.170.000.000,00 7.00 2.96 
Sumber : Sragen dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
dan Hasil olah data 
 
Kabupaten Sragen merupakan wilayah yang potensial untuk 
dijadikan tujuan investasi. Beberapa alasan yang 
melatarbelakanginya adalah : 
1) Kondisi perekonomian dan sosial politik yang relatif stabil  
2) Penduduknya memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang beragam  
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3) Lokasi yang strategis di kawasan kota-kota perdagangan 
memudahkan untuk terkoneksi satu sama lain.  
4) Beberapa industri mempunyai prospek ekonomi yang cukup baik.  
5) Pelayanan perizinan investasi yang dapat dipercaya, efisien, mudah dan 
transparan.  
Adapun  potensi unggulan yang masih terbuka luas bagi 
para investor untuk menanamkan modalnya antara lain dalam 
bidang : 
1) Pertanian dengan adanya produk-produk unggulan seperti padi dan 
beras organik, tanaman garut, budidaya semangka dan melon  
2) Industri seperti industri tekstil yang berorientasi ekspor, industri batik, industri 
konveksi, industri furniture dengan potensi ekspor. Potensi yang 
dikembangkan dengan cara mengembangkan kemitraan dengan 
industri kecil dalam berbagai sisi, baik dari permodalan maupun 
pemasaran. 
3) Jasa penunjang, seperti jasa perbankan 
  
d. Tingkat dan Laju Industrialisasi 
Sebagai daerah yang struktur perekonomiannya masih 
bertumpu pada sektor pertanian dimana kontribusinya atas total 
PDRB sebesar 36,26% , dalam tahap-tahap industrialisasi saat ini 
Kabupaten Sragen berada pada tahapan semi industrialisasi, hal ini 
dapat dilihat dari besarnya laju industrialisasi yang dimiliki. 
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Berdasar data observasi, mulai Tahun 2000-2005 tingkat 
industrialisasi berada pada tingkat 20 - 30%, yang merupakan 
indikator tahapan semi industrialisasi (gambaran selengkapnya 
lihat Tabel 4.34) . Kondisi ini bila dihubungkan produktivitas 
investasi di muka (laju pertumbuhan ekonomi relatif / ICOR ) , 
akan terlihat bahwa Kabupaten Sragen masih perlu meningkatkan 
nilai investasi di daerahnya, karena untuk dapat berkembangnya/ 
meningkatnya kapasitas produksi harus ada tambahan investasi. 
Sehingga peluang-peluang investasi yang ada harus dikelola 
dengan baik, agar dapat digunakan untuk meningkatkan 
pendapatan daerah. 
 
Tabel 4.34  Tingkat Industrialisasi Kabupaten Sragen Tahun 




Pertumbuhan Tahapan Industrialisasi 
* 
(1) (2) (3) (4) 
1990 3,03 - Non Industrialisasi 
1995 14,03 363,04 Menuju proses 
Industrialisasi  
2000 20,39 45,33 Semi Industrialisasi  
2005 21,49 5,39 Semi Industrialisasi  
*Keterangan : Tahapan Industrialisasi menurut Suseno dalam 
Indikator Ekonomi (1990: 22)  
- Non Industrialisasi : < 10 
- Menuju proses Industrialisasi : 10-20  
- Semi-Industrialisasi : 20-30 
- Industrialisasi Penuh : > 30 
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Sumber : Sragen dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 ( 
data diolah) 
 
e. Tingkat dan Pertumbuhan Kemandirian Daerah 
Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Sragen pada tahun 
1990-2005 dilihat dari pengukuran derajat desentralisasi 
menunjukkan kategori yang bervariasi naik-turun dari kategori 
kurang pada tahun 1990 (14,50%) menjadi sedang pada tahun 1995 
(25,01%) , menjadi sangat kurang pada tahun 2000 (9,42%) dan 
meningkat jadi kurang pada tahun 2005 (11,02%). Hal ini bukan 
karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sragen yang menurun 
ataupun tidak berkembang, karena dilihat dari nominalnya 
Pendapatan Asli Daerah meningkat secara signifikan, namun lebih 
karena perubahan kebijakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
di Daerah di era otonomi daerah yang dimulai dengan keluarnya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang 
menyebabkan porsi dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
di Daerah semakin besar          ( baik berupa Dana Alokasi Umum, 
Dana Alokasi Khusus, Bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan lain-
lain) . Kondisi ini mengakibatkan rasio/ perbandingan Pendapatan 
Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah yang menjadi tolok 
ukur Tingkat Kemandirian Daerah bagi Kabupaten/ Kota yang 
tidak dapat memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah-nya 
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mengikuti pertumbuhan  Total Penerimaan Daerah-nya mengalami 
penurunan. 
Tabel 4.35 Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Sragen 
Tahun 1990-2005   
 
Tahun Pendapatan Asli 
Daerah Rp 
Total Penerimaan 






(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1990 2.665.010.000,00 18.259.165.000,00 14,50 - Kurang 
1995 6.986.800.000,00 27.932.266.000,00 25,01 72,48 Sedang 
2000 8.876.265.000,00 94.193.087.000,00 9,42 -62,33 Sangat kurang 
2005 43.547.106.000,00 395.271.905.000,00 11,02 16,98 Kurang 
*Keterangan : Tolok Ukur Kemampuan Daerah menurut Tim 
Litbang Depdagri-Fisipol UGM, dikutip dari 
Munir (2004: 106) 
- Rasio PAD terhadap TPD :   0 – 10% Sangat kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 10 – 20% Kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 20 – 30% Sedang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 30 – 40% Cukup 
- Rasio PAD terhadap TPD : 40 – 50% Baik 
- Rasio PAD terhadap TPD :     > 50% Sangat baik 
Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten 
Sragen Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 ( data diolah) 
 
 6.  Kabupaten Klaten 
Kabupaten Klaten memiliki  wilayah seluas 655.56 km2 yang terbagi 
dalam 26 Kecamatan dan 391 Desa dan 10 Kelurahan, berbatasan dengan 
Sukoharjo di sebelah Timur dan Boyolali di sebelah Utara . 
a. Penduduk 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 
jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada Tahun 2005 sebanyak  
1.283.915 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.958 jiwa/km2 serta 
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tingkat pertumbuhan 2,37%. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Klaten 
pada Tahun 2005 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dengan 
jumlah penduduk lulus SLTP, lulus SLTA, lulus Diploma dan lulus 
Sarjana semakin meningkat dengan proporsi 73,55% dari total 
penduduk dengan tingkat pertumbuhan 7,18%, 35,05% , -38,20% 
dan 16,36% (lihat Tabel 4.36) . Hal ini menunjukkan tingkat 
partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat. Dari 
jumlah penduduk di atas,  jumlah penduduk bekerja sekitar 43,83% dari 
total penduduk. Penyebaran tenaga kerja pada sektor-sektor ekonomi 
paling banyak terserap pada sektor pertanian sebesar 24,89%,  
diikuti sektor industri pengolahan/ manufaktur sekitar 24,04% dan 
sektor perdagangan, hotel dan restoran sekitar 20,86%. Ini 
menunjukkan bahwa di Kabupaten Klaten bidang pertanian masih 
tetap menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat terutama di 
daerah pedesaan, walaupun sebagian. telah bergeser ke sektor 
industri Adapun tingkat pertumbuhan tenaga kerja di Kabupaten 
Klaten antara tahun 2000-2005 meningkat 33,03% (gambaran 
selengkapnya lihat Tabel 4.37). 
Tabel 4.36  Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Tingkat 











































Lulus SD 284.230 300.786 304.008 200.751 5,82 1,07 -33,97 
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Sumber : Klaten dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
Tabel 4.37 Penyebaran Tenaga Kerja Kabupaten Klaten 


































































































































































Sumber : Klaten dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dapat dilihat dari 
pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita. Pertumbuhan 
PDRB Kabupaten Klaten antara tahun 2000-2005 sebesar  5%. 
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Tingkat pertumbuhan ini sangat jauh bila dibanding pertumbuhan 
PDRB antara tahun 1990-1995 dan tahun 1995-2000 yang 
mencapai 32% dan 29% walaupun bila dilihat dari besar angka 
nominalnya nilai PDRB pada tahun 2005 jauh lebih besar dari pada 
tahun 1990 atau untuk periode antara tahun 1990-2005 tingkat 
pertumbuhannya rata-rata 18% per tahun. Perekonomian 
Kabupaten Klaten ditopang sektor perdagangan, hotel dan restoran 
dengan kontribusi 27,40% dari total PDRB diikuti sektor pertanian 
dengan kontribusi sebesar 22,13% dan sektor industri pengolahan sebesar 
21,55% atau nilai keseluruhan sektor industri dan jasa sebesar 
76,12% (gambaran selengkapnya lihat Tabel 4.38). Hal ini 
menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Klaten 
telah mengarah pada sektor industri dan jasa sedangkan sektor 
pertanian masih menjadi andalan di daerah pedesaan. Sedangkan 
tingkat pendapatan perkapita antara  tahun 2000-2005 mengalami 
pertumbuhan 5%, angka pertumbuhan ini jauh lebih rendah bila 
dibandingkan pertumbuhan pendapatan perkapita tahun 1990-1995 
sebesar 32% dan pertumbuhan tahun 1995-2000 sebesar 29% (lihat 
Tabel 4.39). Perbandingan besar pertumbuhan PDRB dengan 
pendapatan perkapita di Kabupaten Klaten berbanding lurus, 
dimana pertumbuhan PDRB diikuti dengan pertumbuhan 
pendapatan perkapita. Hal ini menunjukkan laju pertambahan 
penduduk di Kabupaten Klaten terkendali, dimungkinkan karena 
keberhasilan program KB di daerah ini. Kondisi ini berakibat 
 cxix 
peningkatan pendapatan di Kabupaten Klaten dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Untuk Kabupaten Klaten yang struktur 
perekonomiannya telah mengarah ke sektor industri dan jasa 
pendapatan daerah diperoleh dari pajak dan retribusi yang 
berkaitan dengan sektor jasa (seperti pajak hotel dan restoran, pajak 
hiburan, pajak penerangan jalan umum, pajak bumi dan bangunan, 
pajak reklame, bea balik nama, retribusi ijin usaha/HO,  retribusi 
angkutan umum, retribusi kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi 
IMB). 
 
Tabel 4.38 PDRB Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga 
Konstan Menurut Sektor Tahun 1990 - 2005  
























86.896,69 200.512,59 507.961,38 703.507,40 23.00 26.00 10.00 
Pertanian 
 
171.572,71 282.608,70 856.324,41 921.029,52 12.00 32.00 4.00 
Pertambangan 
 












16.193,10 97.634,66 205.369,49 318.018,30 59.00 20.00 12.00 
 cxx 
 
Jumlah 390.294,43 1.177.447,97 3.332.343,53 4.160.998,70 32.00 29.00 5.00 
Sumber : Klaten dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
 
Tabel 4.39 Pendapatan Perkapita Kabupaten Klaten Atas 
Dasar Harga Konstan Tahun 1990 - 2005  (dalam 
Rp.) 
 
Pendapatan Perkapita  
Tahun Rp Pertumbuhan % 
(1) (2) (3) 
1990 331.015,79 - 
1995 972.613,60 32.00 
2000 2.656.913,59 29.00 
2005 3.240.867,74 5.00 
Sumber : Klaten dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
 
c. Tingkat Pertumbuhan Investasi 
Pertumbuhan investasi berpengaruh besar pada peningkatan 
pendapatan daerah. Pada tahun 2005 nilai investasi Penanaman 
Modal Dalam Negeri yang tertanam di Kabupaten Klaten sebesar 
Rp. 427.578.000.000,00 atau mengalami peningkatan 15% dari 
nilai investasi pada tahun 2000 sebesar Rp. 246.081.000.000,00 
atau tingkat pertumbuhannya rata-rata 10% per tahun pada periode 
tahun 1990-2005 (gambaran selengkapnya lihat Tabel 4.40).  
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Dalam hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi 
relatif (ICOR) , diketahui bahwa pertumbuhan nilai investasi di 
Kabupaten Klaten tersebut memiliki tingkat produktivitas yang 
kurang baik, karena masih jauh dari laju pertumbuhan ekonomi 
relatif yang ideal (sebesar 3-4%), namun masih dapat ditingkatkan. 
Apabila Kabupaten Klaten mampu menarik investor untuk 
berinvestasi di daerahnya, maka akan dapat meningkatkan 
produktivitas investasi karena dilihat dari besaran ICOR, 
peningkatan investasi di Kabupaten Klaten masih akan membuat 
efisien aktivitas produksi, sehingga benar-benar dapat digunakan 
untuk meningkatkan kapasitas produksi yang akhirnya akan 
bermuara pada peningkatan pendapatan daerah. 
 
Tabel 4.40 Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri 
Kabupaten Klaten Tahun 1990 – 2005 
   




(1) (2) (3) (4) 
1990 129.444.000.000,00 - - 
1995 147.190.000.000,00 4.00 39.00 
2000 246.081.000.000,00 15.00 25.00 
2005 427.578.000.000,00 15.00 2.06 
Sumber : Klaten dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 dan 
Hasil olah data 
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Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang potensial untuk 
dijadikan tujuan investasi. Beberapa alasan yang 
melatarbelakanginya adalah : 
1) Kondisi perekonomian dan sosial politik yang relatif stabil  
2) Penduduknya memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang beragam  
3) Lokasi yang strategis di kawasan kota-kota perdagangan 
memudahkan untuk terkoneksi satu sama lain.  
4) Beberapa industri mempunyai prospek ekonomi yang cukup baik.  
5) Pelayanan perizinan investasi yang dapat dipercaya, efisien, mudah dan 
transparan.  
Keunggulan kabupaten ini terletak pada sektor Mebel dan Kerajinan Cor 
Logam, yang keduanya menjanjikan potensi ekspor. Klaten juga 
terkenal sebagai daerah penghasil kayu berkualitas yang sesuai dengan 
konstruksi.  
Adapun  potensi unggulan yang masih terbuka luas bagi 
para investor untuk menanamkan modalnya antara lain dalam 
bidang : 
1) Pertanian, dimana sejak dahulu dikenal sebagai sentra penghasil “beras Delanggu” serta adanya 
produk-produk untuk kebutuhan agro industri dengan produk-
produknya seperti tembakau, budidaya jagung, kedelai, cabai, pisang, cengkeh, 
kopi, yang memberi peluang dalam investasi di bidang pemasaran, 
pengemasan, dan budi daya lebih lanjut  
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2) Industri seperti kerajinan mebel yang banyak menghasilkan produk 
berkualitas ekspor, kerajinan keramik dengan alat putar miring yang 
khas, kerajinan rotan dan pot, industri garmen, pengecoran logam. Potensi yang 
dikembangkan dengan cara mengembangkan kemitraan dengan 
industri kecil dalam berbagai sisi, baik dari permodalan maupun 
pemasaran. 
3)  
d. Tingkat dan Laju Industrialisasi 
Sebagai daerah yang struktur perekonomiannya bertumpu 
pada sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 
27,40% dari total PDRB, dalam tahap-tahap industrialisasi saat ini 
Kabupaten Klaten berada pada tahapan semi industrialisasi, hal ini 
dapat dilihat dari besarnya laju industrialisasi yang dimiliki. 
Berdasar data observasi, mulai Tahun 1995-2005 tingkat 
industrialisasi berada pada tingkat 20 - 30%, yang merupakan 
indikator tahapan semi industrialisasi (gambaran selengkapnya 
lihat Tabel 4.41). Kondisi ini bila dihubungkan produktivitas 
investasi di muka (laju pertumbuhan ekonomi relatif / ICOR ) , 
akan terlihat bahwa Kabupaten Klaten masih perlu meningkatkan 
nilai investasi di daerahnya, karena untuk dapat berkembangnya/ 
meningkatnya kapasitas produksi harus ada tambahan investasi. 
Sehingga peluang-peluang investasi yang ada harus dikelola 




Tabel 4.41  Tingkat Industrialisasi Kabupaten Klaten Tahun 




Pertumbuhan Tahapan Industrialisasi 
* 
(1) (2) (3) (4) 
1990 13,43 - Menuju proses 
Industrialisasi 
1995 20,04 49,22 Semi Industrialisasi 
2000 21,12 5,39 Semi Industrialisasi  
2005 21,55 2,04 Semi Industrialisasi  
*Keterangan : Tahapan Industrialisasi menurut Suseno dalam 
Indikator Ekonomi (1990: 22)  
- Non Industrialisasi : < 10 
- Menuju proses Industrialisasi : 10-20  
- Semi-Industrialisasi : 20-30 
- Industrialisasi Penuh : > 30 




e. Tingkat dan Pertumbuhan Kemandirian Daerah 
Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Klaten pada tahun 
1990-2005 dilihat dari pengukuran derajat desentralisasi 
menunjukkan kemunduran dari kategori kurang pada tahun 1990 
dan 1995 (15,25% dan 16,01%) menjadi sangat kurang pada tahun 
2000 dan 2005 (4,68% dan 6,45%). 
Tabel 4.42 Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Klaten 
Tahun 1990- 2005   
 
Tahun Pendapatan Asli Total Penerimaan Derajat Kategori * 
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Daerah Rp Daerah  Rp. Desentralisasi % 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1990 2.433.865.000,00 15.963.432.000,00 15,25 Kurang 
1995 5.607.089.000,00 35.026.977.000,00 16,01 Kurang 
2000 6.598.581.430,00 140.969.155.000,00 4,68 Sangat Kurang 
2005 33.555.479.100,00 520.114.073.000,00 6,45 Sangat Kurang 
*Keterangan : Tolok Ukur Kemampuan Daerah menurut Tim 
Litbang Depdagri-Fisipol UGM, dikutip dari 
Munir (2004: 106) 
- Rasio PAD terhadap TPD :   0 – 10% Sangat kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 10 – 20% Kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 20 – 30% Sedang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 30 – 40% Cukup 
- Rasio PAD terhadap TPD : 40 – 50% Baik 
- Rasio PAD terhadap TPD :     > 50% Sangat baik 
Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten 
Klaten Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 ( data diolah) 
 
 Hal ini bukan karena Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Klaten yang menurun ataupun tidak berkembang, karena dilihat 
dari nominalnya Pendapatan Asli Daerah meningkat secara 
signifikan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.42, namun lebih 
karena perubahan kebijakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
di Daerah di era otonomi daerah yang dimulai dengan keluarnya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang 
menyebabkan porsi dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
di Daerah semakin besar  ( baik berupa Dana Alokasi Umum, Dana 
Alokasi Khusus, Bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan lain-lain) . 
Kondisi ini mengakibatkan rasio/ perbandingan Pendapatan Asli 
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Daerah dengan Total Penerimaan Daerah yang menjadi tolok ukur 
Tingkat Kemandirian Daerah bagi Kabupaten/ Kota yang tidak 
dapat memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah-nya 
mengikuti pertumbuhan  Total Penerimaan Daerah-nya mengalami 
penurunan. 
 
7. Kabupaten Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri memiliki wilayah seluas 1.822.37 km2 yang terbagi 
dalam 25 kecamatan dan 294 desa. Berbatasan dengan Sukoharjo dan Karanganyar di sebelah 
Utara, Kab. Pacitan (Jawa Timur) dan Samudra Indonesia di sebelah Selatan, Kab. Karanganyar dan Kab. 
Ponorogo (Jawa Timur) di sebelah Timur, dan DIY di sebelah Barat.  
a. Penduduk 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, 
jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2005 sebanyak  
1.119.294 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 614 jiwa/km2 serta 
tingkat pertumbuhan 1,05%. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten 
Wonogiri pada Tahun 2005 meningkat dari tahun-tahun 
sebelumnya, dengan jumlah penduduk lulus SLTP, lulus SLTA, 
lulus Diploma dan lulus Sarjana semakin meningkat dengan 
proporsi 74,33% dari total penduduk (tingkat pertumbuhannya 
23,19%, 5,82% , -4,87% dan 7,32%) . Hal ini menunjukkan tingkat 
partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat (lihat 







Tabel 4.43 Penduduk Kabupaten Wonogiri Menurut Tingkat 
Pendidikan Tahun 1990 - 2005   
 
Pertumbuhan (%) Tingkat 
Pendidikan 







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
















































































































Sumber : Wonogiri dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
 
Dari jumlah penduduk tersebut,  jumlah penduduk bekerja 
sekitar 47,38% dari total penduduk. Penyebaran tenaga kerja pada sektor-
sektor ekonomi paling banyak terserap pada sektor pertanian 
sebesar 18,95%,  diikuti sektor industri pengolahan/ manufaktur 
sekitar 18,91% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sekitar 
18,55% (gambaran selengkapnya lihat Tabel 4.44). Ini 
menunjukkan bahwa di Kabupaten Wonogiri bidang pertanian 
masih tetap menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat 
terutama di daerah pedesaan, walaupun sebagian. telah bergeser ke 
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sektor industri Adapun tingkat pertumbuhan tenaga kerja di 





Tabel 4.44 Penyebaran Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri 































































































































































Sumber : Wonogiri dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri dapat dilihat 
dari pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita. Pertumbuhan 
PDRB Kabupaten Wonogiri antara tahun 1990-2005 sebesar  15%. 
Perekonomian Kabupaten Wonogiri ditopang sektor pertanian 
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dengan kontribusi sebesar 51,31% dari total PDRB diikuti sektor 
Keuangan, penyewaan dan jasa perusahaan sebesar 16,18% dan 
sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 13,23% 
atau untuk keseluruhan sektor industri dan jasa kontribusinya 
sebesar 47,26% (gambaran selengkapnya lihat Tabel 4.46). Hal ini 
menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Wonogiri 
masih bertumpu pada sektor agraris dan mulai mengarah pada 
sektor industri dan jasa. Sedangkan tingkat pendapatan perkapita 
antara  tahun 1990-2005 mengalami pertumbuhan rata-rata 15% 
per tahun dengan konjungtur pertumbuhan periode 2000-2005 
sebesar 5%, periode tahun 1990-1995 sebesar 23% dan 
pertumbuhan tahun 1995-2000 sebesar 29% (lihat Tabel 4.45). 
Perbandingan besar pertumbuhan PDRB dengan pendapatan 
perkapita di Kabupaten Wonogiri berbanding lurus, dimana 
pertumbuhan PDRB diikuti dengan pertumbuhan pendapatan 
perkapita. Kondisi ini berakibat peningkatan pendapatan di 
Kabupaten Wonogiri dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Untuk Kabupaten Wonogiri yang struktur 
perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian,  
pendapatan daerah diperoleh dari pajak dan retribusi yang 
berkaitan dengan sektor agro (seperti pajak bumi dan bangunan, 
retribusi angkutan umum, retribusi kios/los pasar). 
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Tabel 4.45 Pendapatan Perkapita Kabupaten Wonogiri Atas 
Dasar Harga Konstan Tahun 1990 - 2005  (dalam 
Rp.) 
 
Pendapatan PerKapita  
Tahun Rp Pertumbuhan % 
(1) (2) (3) 
1990 278.562,13 - 
1995 665.844,83 23.00 
2000 1.870.695,61 29.00 
2005 2.167.614,57 5.00 






Tabel 4.46 PDRB Kabupaten Wonogiri Atas Dasar Harga 
Konstan Menurut Sektor Tahun 1990 - 2005  
























42.032,63 132.695,34 286.540,71 392.628,25 32.00 20.00 7.00 
Pertanian 
 
166.933,25 315.710,43 1.140.332,84 1.244.870,31 17.00 38.00 3.00 
Pertambangan 
 













9.573,58 36.462,95 66.579,37 95.087,13 41.00 17.00 10.00 
 
Jumlah 285.817,00 703.695,44 2.072.109,67 2.426.197,98 15.00 32.00 5.00 
Sumber : Wonogiri dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
 
 
c. Tingkat Pertumbuhan Investasi 
Pertumbuhan investasi berpengaruh besar pada peningkatan 
pendapatan daerah. Pada tahun 2005 nilai investasi Penanaman 
Modal Dalam Negeri yang tertanam di Kabupaten Wonogiri 
sebesar                                          Rp. 361.120.000.000,00 atau 
mengalami pertumbuhan rata-rata 12% dari nilai investasi pada 
tahun 1990 sebesar Rp. 75.432.000.000,00 (lihat Tabel 4.47).  
Dalam hubungannya dengan laju pertumbuhan ekonomi 
relatif (ICOR) , diketahui bahwa pertumbuhan nilai investasi di 
Kabupaten Wonogiri tersebut memiliki tingkat produktivitas yang 
kurang baik, karena masih jauh dari laju pertumbuhan ekonomi 
relatif yang ideal (sebesar 3-4%), namun masih dapat ditingkatkan. 
Apabila Kabupaten Wonogiri mampu menarik investor untuk 
berinvestasi di daerahnya, maka akan dapat meningkatkan 
produktivitas investasi karena dilihat dari besaran ICOR, 
peningkatan investasi di Kabupaten Wonogiri masih akan membuat 
efisien aktivitas produksi, sehingga benar-benar dapat digunakan 
untuk meningkatkan kapasitas produksi yang akhirnya akan 
bermuara pada peningkatan pendapatan daerah. 
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Tabel 4.47 Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam 
Negeri Kabupaten Wonogiri Tahun 1990 - 2005   
   




(1) (2) (3) (4) 
1990 75.432.000.000,00 - - 
1995 98.223.000.000,00 7.00 0.93 
2000 209.822.000.000,00 20.00 0.31 
2005 361.120.000.000,00 15.00 2.98 
Sumber : Wonogiri dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 
dan Hasil olah data 
 
Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah yang potensial 
untuk dijadikan tujuan investasi. Beberapa alasan yang 
melatarbelakanginya adalah: 
3) Kondisi perekonomian dan sosial politik yang relatif stabil  
4) Penduduknya memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang beragam  
5) Lokasi yang strategis di kawasan perdagangan di 3 Propinsi 
dengan kawasan Pawonsari (Pacitan (Jawa Timur), Wonogiri 
(Jawa Tengah) dan Wonosari (Daerah Istimewa Yogyakarta) 
sehingga memudahkan untuk terkoneksi satu sama lain.  
6) Beberapa industri mempunyai prospek ekonomi yang cukup baik.  
7) Pelayanan perizinan investasi yang dapat dipercaya, efisien, mudah dan 
transparan.  
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Adapun  potensi unggulan yang masih terbuka luas bagi 
para investor untuk menanamkan modalnya antara lain dalam 
bidang : 
1) Pariwisata, dengan banyaknya obyek wisata pantai yang belum 
tergarap secara profesional, seperti Pantai Paranggupito  
memerlukan pengembangan sarana penginapan (hotel, losmen, guest 
house), restoran, toko souvenir, biro perjalanan, dan sarana transportasi.  
2) Pertanian dengan adanya produk-produk unggulan tanaman pangan 
seperti kacang mete yang sudah menembus pasar ekspor, juga 
produksi duku, anggrek, janggelan(cincau) memberi peluang dalam 
investasi di bidang pemasaran, pengemasan, dan budi daya lebih lanjut 
3)  Peternakan / perikanan antara lain budidaya ikan dengan sistem 
karamba di waduk Gajah Mungkur yang sangat luas dan juga 
pengembangan udang lobster di pantai Sembukan Paranggupito 
Wonogiri, bidang ini memberikan peluang kepada pihak-pihak 
yang berminat untuk mengembangkan bidang peternakan dan 
perikanan ini dari segi permodalan, teknologi peternakan, pengolahan dan distribusi 
hasil ternak 
4) Industri seperti kerajinan mebel, jamu tradisonal, tepung tapioka, batu permata, wayang, 
batik wonogiren, kerajinan bambu. Potensi yang dikembangkan dengan cara 
mengembangkan kemitraan dengan industri kecil dalam berbagai 
sisi, baik dari permodalan maupun pemasaran.  
d. Tingkat dan Laju Industrialisasi 
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Sebagai daerah yang struktur perekonomiannya bertumpu 
pada sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 51,31% dari total 
PDRB, dalam tahap-tahap industrialisasi saat ini Kabupaten 
Wonogiri berada pada tahapan Non industrialisasi, hal ini dapat 
dilihat dari besarnya laju industrialisasi yang dimiliki. Berdasar 
data observasi, mulai Tahun 1990-2005 tingkat industrialisasi 
berada pada tingkat di bawah 10%, yang merupakan indikator 
tahapan Non industrialisasi (lihat Tabel 4.48) .  
 
Tabel 4.48  Tingkat Industrialisasi Kabupaten Wonogiri Tahun 






(1) (2) (3) (4) 
1990 5,68 - Non Industrialisasi 
1995 5,55 -2,29 Non Industrialisasi 
2000 3,68 -33,69 Non Industrialisasi 
2005 4,44 20,65 Non Industrialisasi 
*Keterangan : Tahapan Industrialisasi menurut Suseno dalam 
Indikator Ekonomi (1990: 22)  
- Non Industrialisasi : < 10 
- Menuju proses Industrialisasi : 10-20  
- Semi-Industrialisasi : 20-30 
- Industrialisasi Penuh : > 30 
Sumber : Wonogiri dalam Angka Tahun 1990, 1995, 2000, 2005 ( 
data diolah) 
 
Kondisi ini bila dihubungkan produktivitas investasi di 
muka (laju pertumbuhan ekonomi relatif / ICOR ) , akan terlihat 
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bahwa Kabupaten Wonogiri masih perlu meningkatkan nilai 
investasi di daerahnya, karena untuk dapat berkembangnya/ 
meningkatnya kapasitas produksi harus ada tambahan investasi. 
Sehingga peluang-peluang investasi yang ada harus dikelola 
dengan baik, agar dapat digunakan untuk meningkatkan 
pendapatan daerah. 
 
e. Tingkat dan Pertumbuhan Kemandirian Daerah 
Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Wonogiri pada 
tahun 1990-2005 dilihat dari pengukuran derajat desentralisasi 
menunjukkan kondisi yang bervariasi naik turun, dari kategori 
kurang pada tahun 1990 (17,89%) menjadi sedang pada tahun 1995 
(21,74%) , menurun menjadi sangat kurang pada tahun 2000 dan 
2005 (9,49% dan 8,02%). Hal ini bukan karena Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Wonogiri yang menurun ataupun tidak 
berkembang, karena dilihat dari nominalnya Pendapatan Asli 
Daerah meningkat secara signifikan sebagaimana terlihat pada 
Tabel 4.49, namun lebih karena perubahan kebijakan Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah di Daerah di era otonomi daerah yang 
dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 
Daerah yang menyebabkan porsi dana dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah di Daerah semakin besar ( baik berupa Dana 
 cxxxvi 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi hasil pajak dan bukan 
pajak, dan lain-lain) . Kondisi ini mengakibatkan rasio/ 
perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan 
Daerah yang menjadi tolok ukur Tingkat Kemandirian Daerah bagi 
Kabupaten/ Kota yang tidak dapat memacu pertumbuhan 
Pendapatan Asli Daerah-nya mengikuti pertumbuhan Total 
Penerimaan Daerah-nya mengalami penurunan. 
Tabel 4.49 Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Wonogiri 
Tahun 1990 - 2005   
 
Tahun Pendapatan Asli 
Daerah Rp 
Total Penerimaan 






(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1990 3.446.433.000,00 19.260.972.000,00 17,89 - Kurang 
1995 7.164.249.000,00 32.953.282.000,00 21,74 20,84 Sedang 
2000 10.366.133.000,00 109.177.154.000,00 9,49 -56,35 Sangat Kurang 
2005 36.254.035.000,00 452.257.413.000,00 8,02 -15,49 Sangat Kurang 
*Keterangan : Tolok Ukur Kemampuan Daerah menurut Tim 
Litbang Depdagri-Fisipol UGM, dikutip dari 
Munir (2004: 106) 
- Rasio PAD terhadap TPD :   0 – 10% Sangat kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 10 – 20% Kurang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 20 – 30% Sedang 
- Rasio PAD terhadap TPD : 30 – 40% Cukup 
- Rasio PAD terhadap TPD : 40 – 50% Baik 
- Rasio PAD terhadap TPD :     > 50% Sangat baik 
Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten 







Gambar 4.1 Peta Wilayah Eks  Karesidenan Surakarta 





B. Analisis Data dan Pembahasan 
 
Berdasarkan observasi data yang telah dilakukan atas 3 (tiga) 
variabel  yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah di 
Wilayah Soloraya (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sragen, 
Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Klaten) yakni tingkat pendapatan 
perkapita, tingkat investasi dan tingkat industrialisasi dengan periode 
waktu data yang dipilih sebagai pembanding era sebelum dan setelah krisis 
ekonomi adalah tahun 1990, 1995, 2000 dan 2005, dilakukan olah data 
dengan bantuan program SPSS. 
 
Tabel 4.50 Tingkat Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Pendapatan 
Perkapita, Tingkat Investasi dan Tingkat Industrialisasi 
Kabupaten/ Kota di Wilayah Soloraya Tahun 1990-2005 
(dalam %) 
 
NO TAHUN/DAERAH DD * GDP * IS * IND * 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1 1990 Surakarta 43.99  37.60 71.80 18.06  
2 1990 Boyolali 14.81  11.80 0.60 12.51  
3 1990 Sukoharjo 20.80  11.88 14.80 18.92  
4 1990 Karanganyar 20.31  35.10 19.10 28.73  
5 1990 Wonogiri 17.89  8.60 10.80 5.68  
6 1990 Sragen 14.60  9.90 8.50 3.03  
7 1990 Klaten 15.25  13.40 6.60 13.43  
8 1995 Surakarta 35.85  34.60 2.50 24.04  
9 1995 Boyolali 18.73  33.40 2.10 18.91  
10 1995 Sukoharjo 35.85  38.20 1.00 18.92  
11 1995 Karanganyar 10.72  22.50 15.70 39.14  
12 1995 Wonogiri 21.74  24.30 6.80 5.55  
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13 1995 Sragen 25.01  27.20 4.90 14.03  
14 1995 Klaten 16.01  30.90 3.20 20.04  
15 2000 Surakarta 19.61  23.30 1.20 29.65  
 
     
NO TAHUN/DAERAH DD * GDP * IS * IND * 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
16 2000 Boyolali 9.42  34.50 9.80 18.91  
17 2000 Sukoharjo 7.25  30.30 -88.67 31.02  
18 2000 Karanganyar 7.35  28.30 18.20 49.09  
19 2000 Wonogiri 9.49  29.50 20.90 3.68  
20 2000 Sragen 9.42  31.10 32.60 20.39  
21 2000 Klaten 4.68  28.60 13.70 21.12  
22 2005 Surakarta 17.71  7.30 43.40 28.67  
23 2005 Boyolali 12.51  3.20 12.60 16.32  
24 2005 Sukoharjo 7.99  2.90 -88.15 30.50  
25 2005 Karanganyar 7.96  5.40 -87.22 52.55  
26 2005 Wonogiri 8.02  3.70 14.50 4.44  
27 2005 Sragen 11.02  4.30 7.30 21.49  
28 2005 Klaten 6.45  5.10 14.80 21.55  
*Keterangan : 
DD = derajat desentralisasi, untuk mengukur kemandirian daerah 
GDP = pertumbuhan pendapatan perkapita  
IS = tingkat investasi 
IND = tingkat industrialisasi  
Sumber :  Kabupaten dan Kota (di Wilayah Soloraya) dalam Angka Tahun 
1990, 1995, 2000, 2005 ( Data sudah diolah) 
 
1. Hasil Pengolahan 
 
a. Persamaan Matematis Model Regresi dengan Data Panel (nilai 
koefisien hetab  unstandardized coefficient dalam Tabel 4.51) 
adalah sebagai berikut : 
… Tabel 4.50 Lanjutan halaman 106 
 
                                    Berlanjut ke halaman 107 …      
 cxl 
DD = 41,824 + 0.064GDP  - 0,013 IS  - 0,406 IND  - 7,181D kr  - 
16,503D sk - 22,822D wn - 18,847D by - 19,235D kl - 11,015D ka - 
18,223D sr           
dimana : 
DD = derajat desentralisasi, untuk mengukur kemandirian 
daerah 
GDP = pertumbuhan pendapatan perkapita 
IS   = tingkat investasi 
IND  = tingkat industrialisasi 
i   = menunjukkan daerah 
t  = menunjukkan tahun  
D kr  = dummy krisis, 0 = masa sebelum krisis, 1= masa setelah 
krisis 
D sk  = dummy untuk Sukoharjo, jika Sukoharjo=1, kecuali 
Surakarta lainnya 0 
D wn  = dummy untuk Wonogiri, jika Wonogiri =1, kecuali 
Surakarta lainnya 0 
D by  =  dummy untuk Boyolali, jika Boyolali =1, kecuali 
Surakarta lainnya 0 
D kl  =  dummy untuk Klaten, jika Klaten =1, kecuali Surakarta 
lainnya 0 
D ka  =  dummy untuk Karanganyar, jika Karanganyar =1, 
kecuali Surakarta lainnya 0 




Dalam persamaan regresi ini yang menjadi kategori 
referensi / benchmark/ pembanding adalah Kota Surakarta pada era 
sebelum krisis ekonomi. 
 
Persamaan regresi di atas dapat diinterprestasikan sebagai berikut : 
1) Pengaruh Pertumbuhan pendapatan perkapita, tingkat investasi 
dan tingkat industrialisasi terhadap kemandirian daerah/ derajat 
desentralisasi:  
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a) Dalam penelitian ini pertumbuhan pendapatan perkapita 
tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap 
kemandirian daerah, seandainya signifikan, dalam kondisi 
cateris paribus kenaikan pertumbuhan pendapatan 
perkapita sebesar 1% akan meningkatkan derajat 
desentralisasi sebesar 0,06%  
b) Dalam penelitian ini tingkat investasi tidak terbukti 
berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah, 
seandainya signifikan, dalam kondisi cateris paribus 
kenaikan tingkat investasi sebesar 1% akan menurunkankan 
derajat desentralisasi sebesar 0,01%  
c) Dalam penelitian ini tingkat industrialisasi terbukti 
berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah,  
dalam kondisi cateris paribus kenaikan tingkat 
industrialisasi sebesar 1% akan menurunkan derajat 
desentralisasi sebesar 0,41%  
2) Dilihat dari angka koefisien regresi data panel (diluar variabel 
dummy),  variabel tingkat industrialisasi memiliki angka 
koefisien paling besar (0,406), sehingga merupakan variabel 
yang paling dominan berpengaruh terhadap kemandirian 
daerah/ derajat desentralisasi.  
3) Tingkat derajat desentralisasi Kota Surakarta pada era sebelum 
krisis ekonomi sebesar 41,82% , kondisi ini sebagai 
pembanding bagi daerah lain di Wilayah Soloraya. Adapun 
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tingkat derajat desentralisasi di daerah yang lain adalah sebagai 
berikut : 
a) Tingkat derajat desentralisasi Kabupaten Boyolali lebih 
rendah 18,85% dari tingkat derajat desentralisasi  Kota 
Surakarta 
b) Tingkat derajat desentralisasi Kabupaten Klaten lebih 
rendah 19,24% dari tingkat derajat desentralisasi  Kota 
Surakarta 
c) Tingkat derajat desentralisasi Kabupaten Sukoharjo lebih 
rendah 16,50% dari tingkat derajat desentralisasi  Kota 
Surakarta 
d) Tingkat derajat desentralisasi Kabupaten Wonogiri lebih 
rendah 22,82% dari tingkat derajat desentralisasi  Kota 
Surakarta 
e) Tingkat derajat desentralisasi Kabupaten Karanganyar lebih 
rendah 11,02% dari tingkat derajat desentralisasi  Kota 
Surakarta 
f) Tingkat derajat desentralisasi Kabupaten Sragen lebih 
rendah 18,22% dari tingkat derajat desentralisasi  Kota 
Surakarta  
4) Pada era krisis ekonomi, seluruh kabupaten/ kota di Wilayah 




b. Besarnya Angka Signifikansi Individual  
Besarnya angka signifikansi individual digunakan untuk 
mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 
independen secara individual terhadap variabel dependen. Angka 
signifikansi individual dikatakan signifikan apabila nilai t hitung lebih 
besar dari nilai t tabel  dan nilai p-value lebih kecil dari level of 
significant yang ditentukan (Bhuono, 2005: 54). 
Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS pada level of 
significant sebesar  0,10  (lihat Tabel 4.51), dimana jumlah data 
observasi dikurangi jumlah variabel independen yang dianalisis 
termasuk dummy variabel ( df ) = 18 dan jumlah variabel 
independen yang dianalisis termasuk dummy variabel ( k ) = 10, 
diperoleh nilai  t tabel   sebesar 2,10  lebih besar dari nilai t hitung  
sebesar  0,755 untuk pendapatan perkapita,  0,330 untuk tingkat 
investasi dan 2,032 untuk tingkat industrialisasi , serta lebih kecil 
dari nilai t hitung  sebesar 4,588 untuk dummy Boyolali,  4,428 untuk 
dummy Klaten,  3,719 untuk dummy Sukoharjo,  4,160 untuk 
dummy Wonogiri,  2,380 untuk dummy Karanganyar,  4,351 untuk 
dummy Sragen dan 3,169 untuk dummy masa krisis. Sedangkan 
nilai p-value sebesar 0, 460 untuk pendapatan perkapita dan  0,746 
untuk tingkat investasi lebih besar dari level of significant yang 
ditentukan sebesar 0,10 , namun nilai p-value sebesar 0,058 untuk 
tingkat industrialisasi ,  0,000 untuk dummy Boyolali,  0,000 untuk 
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dummy Klaten,  0,002 untuk dummy Sukoharjo,  0,001 untuk 
dummy Wonogiri,  0,029 untuk dummy Karanganyar,  0,000 untuk 
dummy Sragen dan 0,006 untuk dummy masa krisis  lebih kecil 
dari level of significant yang ditentukan sebesar 0,10 (lihat Tabel 
4.51).  
Artinya pertumbuhan pendapatan perkapita dan tingkat 
investasi secara individual tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap besarnya derajat desentralisasi, sedangkan  tingkat 
industrialisasi, nilai  dummy seluruh kabupaten/ kota dan dummy 
masa krisis secara individual berpengaruh  secara signifikan 
terhadap besarnya derajat desentralisasi . 
 
Tabel 4.51 Koefisien Regresi Data Panel 
Coefficientsa
41.824 5.777 7.239 .000
6.448E-02 .085 .093 .755 .460
-1.34E-02 .041 -.054 -.330 .746
-.406 .200 -.599 -2.032 .058
-7.181 2.266 -.418 -3.169 .006
-18.847 4.108 -.767 -4.588 .000
-19.235 4.344 -.783 -4.428 .000
-16.503 4.438 -.672 -3.719 .002
-22.822 5.486 -.929 -4.160 .001
-11.015 4.628 -.448 -2.380 .029





















Dependent Variable: DDa. 
 
Sumber : Hasil Olah Data 
 
c. Koefisien Determinasi (Adjusted R 2 ) 
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Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 
besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel 
dependen (Bhuono, 2005: 50). Model regresi layak dipakai untuk 
penelitian apabila sebagian besar variabel dependen dapat 
dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan 
dalam model (minimal 0,60). 
Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS diperoleh nilai 
Adjusted R 2   sebesar 0,687 artinya besarnya derajat desentralisasi 
68,7% dapat dijelaskan oleh pertumbuhan pendapatan perkapita, 
tingkat investasi dan tingkat industrialisasi serta nilai  dummy 
seluruh kabupaten/ kota dan masa krisis (lihat Tabel 4.52).  
Sedangkan 31,3% sisanya dijelaskan dengan variabel lain diluar 
model/ diluar variabel penelitian. Dengan kata lain model regresi 
ini layak dipakai untuk penelitian, karena sebagian besar variabel 
dependen (derajat desentralisasi) dijelaskan oleh variabel-variabel 
independen yang digunakan dalam model.  
 
Tabel 4.52 Koefisien Determinasi  
 
 
Sumber : Hasil Olah data 
 
Model Summary 




R R Square 
Adjusted
R Square 
Std. Error of 
the Estimate
Predictors: (Constant), DSR, DKR, IS, DWN, DKA, DKL, 
GDP, DBY, DSK, IND 
a. 
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d. Besarnya Angka Signifikansi Simultan  
Besarnya angka signifikansi simultan digunakan untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen (Bhuono, 2005: 53). Angka 
signifikansi simultan dikatakan signifikan apabila nilai F hitung  lebih 
besar dari nilai  F tabel  dan  nilai p-value lebih kecil dari level of 
significant yang ditentukan. 
Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS pada jumlah 
variabel independen yang dianalisis termasuk dummy variabel ( df 
1 ) = 10  dan jumlah data observasi dikurangi jumlah variabel 
penelitian ( df 2 ) = 17  diperoleh nilai F hitung  sebesar 6,927 , nilai 
ini lebih besar dari nilai  F tabel  sebesar 2,45 serta  p-value sebesar 
0,000 , nilai ini lebih kecil dari level of significant yang ditentukan 
sebesar 0,10 . Artinya pertumbuhan pendapatan perkapita, tingkat 
investasi dan tingkat industrialisasi serta nilai  dummy seluruh 
kabupaten/ kota dan masa krisis secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap besarnya derajat desentralisasi (lihat Tabel 4.53). 
 
Tabel 4.53 Simultan  
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), DSR, DKR, DKA, DWN, IS, DBY, GDP, DKL, DSK, INDa. 
Dependent Variable: DDb. 
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Sumber : Hasil Olah Data 
 
 
2. Asumsi Klasik 
a. Multikolinearitas 
Multikolinearitas adalah kemiripan antar variabel independen 
dalam model yang menyebabkan terjadinya  korelasi yang sangat 
kuat antar variabel independen (Bhuono, 2005: 58). Untuk 
mengetahui ada tidaknya masalah multikolinearitas dalam model 




1) Variance Inflation Factor (VIF)   
Model dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas 
apabila memiliki  nilai Variance Inflation Factor (VIF)  di 
bawah batas maksimal yang diijinkan sebesar 10 serta nilai 
tolerance di atas batas minimal yang diijinkan sebesar 0,1 
(Bhuono, 2005: 58)..  
Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS (lihat Tabel 
4.54) diketahui bahwa nilai VIF untuk pertumbuhan pendapatan 
perkapita sebesar 1,307 , tingkat investasi sebesar 2,342 , 
tingkat industrialisasi sebesar 7,491 , dummy Boyolali sebesar 
2,411 , dummy Klaten sebesar 2,696 ,  dummy Sukoharjo 
sebesar 2,814 ,  dummy Wonogiri sebesar 4,300 , dummy 
Karanganyar sebesar 3,061 ,  dummy Sragen sebesar 2,506 dan 
dummy masa krisis  sebesar 1,498 , nilai ini di bawah batas 
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maksimal VIF yang diijinkan sebesar 10. Sedangkan tingkat 
tolerance untuk pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 
0,765 , tingkat investasi sebesar 0,427 , tingkat industrialisasi 
sebesar 0,133 ,  dummy Boyolali sebesar 0,415 , dummy Klaten 
sebesar 0,371 ,  dummy Sukoharjo sebesar 0,355 ,  dummy 
Wonogiri sebesar 0,233 , dummy Karanganyar sebesar 0,327 ,  
dummy Sragen sebesar 0,399 dan dummy masa krisis  sebesar 
0,668 , nilai ini di atas batas minimal tolerance yang diijinkan 
sebesar 0,1.  
Artinya model regresi ini dilihat dari nilai VIF dan tingkat 






Tabel 4.54 Nilai Variance Inflation Factor (VIF)   dan 
Tolerance Dalam Model 
Coefficients 
 
Collinearity Statistics Model 
Tolerance VIF 
GDP .765 1.307 
IS .427 2.342 
IND .133 7.491 
DKR .668 1.498 
DBY .415 2.411 
DKL .371 2.696 
DSK .355 2.814 
DWN .233 4.300 
DKA .327 3.061 
DSR .399 2.506 
 
Dependen Variabel : DD 






2) Perbandingan Nilai Koefisien Determinasi dengan Angka 
Signifikansi Individual 
Model dikatakan mempunyai masalah multikolinearitas 
apabila memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi (di atas 
0,60) namun tidak ada variabel independen yang berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel dependen (Bhuono, 2005: 
58).   
Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS (lihat Tabel 
4.51 dan Tabel 4.52) diketahui bahwa nilai koefisien 
determinasi model regresi data panel ini sebesar 0,687 
(tergolong tinggi) dan nilai p-value untuk pertumbuhan 
pendapatan perkapita sebesar 0,460 , tingkat investasi sebesar 
0,746 serta tingkat industrialisasi sebesar 0,058, artinya dilihat 
dari perbandingan nilai koefisien determinasi dengan besarnya 
angka  signifikansi individual dapat dikatakan model regresi ini 
kemungkinan memiliki masalah multikolinearitas, karena nilai 
koefisien determinasi yang tinggi tidak diikuti dengan variabel 
independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
dependen.. 
3) Nilai Koefisien Korelasi Antar Variabel 
Model dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas 
apabila antar variabel independen dalam model memiliki nilai 
koefisien korelasi di bawah 0,70 (Bhuono, 2005: 58). 
Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS (lihat Tabel 4.55) 
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diketahui bahwa nilai koefisien korelasi pertumbuhan 
pendapatan perkapita, tingkat investasi dan tingkat 
industrialisasi serta nilai  dummy seluruh kabupaten/ kota dan 
dummy masa krisis sebagian besar di bawah 0,70 dan ada 
beberapa yang nilainya diatas 0,70. Artinya model regresi ini 
dilihat dari nilai koefisien korelasi antar variabel kemungkinan 
memiliki masalah multikolinearitas. 
 
Tabel 4.55  Korelasi Antar Variabel (2 sisi) 
Correlations
1 .299 .436* -.231 -.579** -.102 -.072 -.118 -.082 -.210
. .122 .020 .237 .001 .607 .714 .550 .679 .284
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
.299 1 .234 .135 -.285 .008 -.033 .011 -.155 .077
.122 . .231 .495 .142 .970 .868 .957 .430 .698
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
.436* .234 1 -.395* -.250 .035 .073 -.512** .116 -.140
.020 .231 . .037 .200 .862 .711 .005 .555 .479
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
-.231 .135 -.395* 1 .248 -.119 -.208 .145 -.500** .710**
.237 .495 .037 . .204 .547 .288 .463 .007 .000
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
-.579** -.285 -.250 .248 1 .000 .000 .000 .000 .000
.001 .142 .200 .204 . 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
-.102 .008 .035 -.119 .000 1 -.167 -.167 -.167 -.167
.607 .970 .862 .547 1.000 . .397 .397 .397 .397
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
-.072 -.033 .073 -.208 .000 -.167 1 -.167 -.167 -.167
.714 .868 .711 .288 1.000 .397 . .397 .397 .397
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
-.118 .011 -.512** .145 .000 -.167 -.167 1 -.167 -.167
.550 .957 .005 .463 1.000 .397 .397 . .397 .397
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
-.082 -.155 .116 -.500** .000 -.167 -.167 -.167 1 -.167
.679 .430 .555 .007 1.000 .397 .397 .397 . .397
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
-.210 .077 -.140 .710** .000 -.167 -.167 -.167 -.167 1
.284 .698 .479 .000 1.000 .397 .397 .397 .397 .
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
-.047 -.078 .117 -.181 .000 -.167 -.167 -.167 -.167 -.167
.812 .693 .552 .357 1.000 .397 .397 .397 .397 .397













































DD GDP IS IND DKR DBY DKL DSK DWN DKA DSR
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 




Autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel 
pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu 
pada periode sebelumnya. Untuk mengetahui adanya autokorelasi 
dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson. Model regresi dikatakan 
terbebas dari masalah autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson 
hitung terletak di daerah No Autokorelasi (Bhuono, 2005: 59) . 
Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS (lihat Tabel 4.56) nilai  
Durbin-Watson menunjukkan nilai 2,230 dengan batas atas (du) 
sebesar 2,431 dan batas bawah (dl) sebesar 0,650 (dimana jumlah 
variabel independen yang dianalisis termasuk dummy variabel (k) 
=10 dan jumlah data observasi (n) =28 ), sehingga nilai Durbin-
Watson berada pada daerah keragu-raguan sebagaimana terlihat 
pada Gambar 4.2, artinya model regresi ini kemungkinan 
mempunyai masalah autokorelasi. 
 
                                                    Daerah keragu-raguan 
 
Positif            dl                          4-du                                       du               4-dl    
Negatif 
autokorelasi                                                          DW                                           
autokorelasi 
 
       0                  0,650                     1,569        2       2,230      2,431        3,350                      
4 
 
Gambar 4.2 Daerah Pengujian Durbin-Watson 
Sumber : Bhuono Agung Nugroho (2005 : 62) dan hasil 
pengolahan data. 
 




Heteroskedastisitas adalah terjadinya perbedaan variance 
residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam 
regresi. Model regresi dikatakan terbebas dari masalah 
heteroskedastisitas apabila memiliki persamaan variance residual 
dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, atau apabila 
dilakukan olah data dengan SPSS dapat dilihat dari pola gambar 
scatterplot yang memenuhi kaidah (Bhuono, 2005: 62-63).:  
1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar 
angka 0; 
2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas dan di bawah 
saja; 
3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 
bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 
kembali; 
4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola . 
Model Summary b 
.896 a .803 .687 4.89842 2.230 
Model 
1 
R R Square 
Adjusted 
R Square 




Predictors: (Constant), DSR, DKR, IS, DWN, DKA, DKL, GDP, DBY, 
DSK, IND 
a. 
Dependent Variable: DD b. 



































Gambar 4.3 Scatterplot Model Regresi Data Panel 
Sumber : Hasil Olah Data 
 
Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS (lihat Gambar 4.3) 
diketahui bahwa pola gambar Scatterplot menunjukkan : 
1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar 
angka 0; 
2) Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola; 
3) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas dan di bawah 
saja; 
4) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 
bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 
kembali. 
Artinya model regresi ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas 
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3. Perbandingan Hipotesis dengan Hasil Pengolahan Data 
Perbandingan antara hasil pengolahan data atas 3 (tiga) variabel  
yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah di 
Wilayah Soloraya, yakni tingkat pendapatan perkapita, tingkat 
investasi dan tingkat industrialisasi dengan Hipotesis  pada Bab II di 
depan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.57 adalah sebagai berikut :  
a. Hipotesis terbukti benar  untuk :  
1) Pengaruh pertumbuhan pendapatan perkapita terhadap 
kemandirian daerah. 
2) Ada perbedaan Kemandirian Daerah diantara Kabupaten dan 
Kota di Wilayah Soloraya. 
3) Ada perbedaan Kemandirian Daerah pada era sebelum dan 




b. Hipotesis terbukti tidak benar untuk : 
1) Pengaruh tingkat industrialisasi dan tingkat investasi terhadap 
kemandirian daerah. 
2) Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap tingkat 
kemandirian daerah. 
 
Tabel 4.57  Perbandingan Hipotesis dengan Hasil Pengolahan Data 
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NO HIPOTESIS HASIL  PENGOLAHAN  DATA 
(1) (2) (3) 
1. Pengaruh pertumbuhan 
pendapatan perkapita, tingkat 
investasi dan tingkat 
industrialisasi terhadap 
kemandirian daerah : 
Pengaruh pertumbuhan pendapatan 
perkapita, tingkat investasi dan tingkat 
industrialisasi terhadap kemandirian 
daerah (lihat Tabel 4.51) : 
a. Semakin tinggi tingkat 
pertumbuhan pendapatan 
perkapita semakin baik 
kemandirian  daerah 
Dalam penelitian ini pertumbuhan 
pendapatan perkapita tidak terbukti 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
kemandirian daerah, seandainya 
signifikan, dalam kondisi cateris paribus 
kenaikan pertumbuhan pendapatan 
perkapita sebesar 1% akan meningkatkan 
derajat desentralisasi sebesar 0,06% 
 
b. Semakin tinggi tingkat investasi 
semakin baik kemandirian 
daerah 
Dalam penelitian ini tingkat investasi 
tidak terbukti berpengaruh secara 
signifikan terhadap kemandirian daerah, 
seandainya signifikan, dalam kondisi 
cateris paribus kenaikan tingkat investasi 
sebesar 1% akan menurunkan derajat 
desentralisasi sebesar 0,01%  
 
 
c. Semakin tinggi tingkat 
industrialisasi semakin baik 
kemandirian daerah 
 
Dalam penelitian ini tingkat industrialisasi 
terbukti berpengaruh secara signifikan 
terhadap kemandirian daerah, dalam 
kondisi cateris paribus kenaikan tingkat 
industrialisasi sebesar 1% akan 
menurunkan derajat desentralisasi sebesar 
0,41%  
NO HIPOTESIS HASIL  PENGOLAHAN  DATA 
(1) (2) (3) 
Berlanjut ke halaman 121 … 
… Tabel 4.57 Lanjutan halaman 120 
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2. Diduga variabel tingkat 
pertumbuhan pendapatan 
perkapita merupakan variabel 
yang paling dominan 
berpengaruh terhadap tingkat 
kemandirian daerah 
Dilihat dari angka koefisien regresi data 
panel (tidak termasuk variabel dummy), 
variabel tingkat industrialisasi merupakan 
variabel yang paling dominan 
berpengaruh terhadap tingkat kemandirian 




3. Diduga terdapat perbedaan 
Kemandirian Daerah diantara 
Kabupaten dan Kota di Wilayah 
Soloraya. 
Terdapat perbedaan Kemandirian Daerah 
diantara Kabupaten dan Kota di Wilayah 
Soloraya, dimana sebagai pembanding 
adalah Kota Surakarta era sebelum krisis 
ekonomi dengan tingkat Kemandirian 
Daerah sebesar 41,82%. Adapun tingkat 
Kemandirian Daerah Kabupaten Boyolali 
lebih rendah 18,85%, Kabupaten 
Sukoharjo lebih rendah 16,50%, 
Kabupaten Wonogiri lebih rendah 
22,82%, Kabupaten Klaten lebih rendah 
19,24%, Kabupaten Karanganyar lebih 
rendah 11,02%, Kabupaten Sragen lebih 
rendah 18,22% bila dibandingkan tingkat 
Kemandirian Daerah Kota Surakarta. 
4. Diduga terdapat perbedaan 
Kemandirian Daerah pada era 
sebelum dan setelah krisis 
ekonomi. 
Terdapat perbedaan Kemandirian Daerah 
pada era sebelum dan setelah krisis 
ekonomi, dimana pada era krisis ekonomi, 
seluruh kabupaten/ kota di Wilayah 
Soloraya mengalami penurunan derajat 
desentralisasi sebesar  7,18% 







4. Pembahasan Hasil 
 
a. Hubungan Antar Variabel dan Pengaruh Tingkat Pertumbuhan 
Pendapatan Perkapita, Tingkat Investasi dan Tingkat Industrialisasi 
Terhadap Kemandirian Daerah 
Besarnya angka signifikansi individual dengan 
memperhatikan unsur wilayah dan periode waktu menunjukkan 
bahwa secara individual tingkat industrialisasi signifikan 
berpengaruh terhadap besarnya derajat desentralisasi (kemandirian 
daerah), sedangkan pertumbuhan pendapatan perkapita dan tingkat 
investasi tidak signifikan berpengaruh terhadap besarnya derajat 
desentralisasi (kemandirian daerah) demikian juga dengan nilai 
Variance Inflation Factor (VIF) yang menunjukkan tidak ada 
korelasi antar variabel penelitian. Hasil pengujian ini mendukung 
penelitian Hadi Sasana (2002: 183) mengenai pengaruh hubungan 
fiskal Pemerintah Pusat – Daerah terhadap PDRB Kabupaten 
Klaten, dimana Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan 
Sumbangan dan Bantuan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
PDRB (pendapatan asli daerah merupakan variabel yang 
dibandingkan dengan total penerimaan daerah untuk mendapatkan 
formulasi derajat desentralisasi sebagai pengukur kemandirian 
daerah, adapun PDRB merupakan variabel yang dibandingkan 
jumlah penduduk per km 2  untuk mendapatkan formulasi 
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pendapatan perkapita), karena secara individual berdasarkan 
besarnya angka signifikansi individual di atas, pendapatan 
perkapita tidak terbukti signifikan berpengaruh terhadap derajat 
desentralisasi. 
Besarnya angka signifikansi simultan menunjukkan bahwa 
secara bersama-sama pertumbuhan pendapatan perkapita, tingkat 
investasi dan tingkat industrialisasi mempengaruhi besarnya derajat 
desentralisasi (kemandirian daerah) mendukung hasil penelitian 
Imam Suhendro (2004: 204) mengenai analisis kemampuan 
ekonomi kota dan kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta tahun 2001, dimana dalam mewujudkan otonomi 
daerah yang nyata dan bertanggung jawab menggunakan indikator 
makro ekonomi regional yakni laju pertumbuhan ekonomi, 
pendapatan perkapita, struktur ekonomi, sektor unggulan, tabungan 
masyarakat, investasi, porsi PAD tingkat pendapatan daerah dan 
PAD perkapita. Dalam penelitian ini besarnya angka signifikansi 
simultan diperkuat dengan besarnya nilai koefisien determinasi 
yang menyatakan bahwa model regresi ini layak digunakan untuk 
penelitian.  
Dari angka koefisien persamaan matematis model regresi 
data panel diketahui bahwa seandainya signifikan pengaruh 
pertumbuhan pendapatan perkapita terhadap besarnya derajat 
desentralisasi sifatnya positif sedangkan pengaruh tingkat 
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industrialisasi dan tingkat investasi terhadap besarnya derajat 
desentralisasi sifatnya negatif.  
Pada dasarnya pertumbuhan pendapatan perkapita yang 
positif akan mendorong perkembangan ekonomi yang merupakan 
cerminan dari seluruh kegiatan sektoral masyarakat dan dapat 
meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk 
membiayai rumah tangganya sendiri (Sumitro, 1994: 28). 
Pertumbuhan tingkat investasi yang positif akan menyebabkan 
meningkatnya pendapatan daerah (Sumitro, 1994: 338) 
sebagaimana teori Mahzab Klasik tentang perkembangan ekonomi 
dimana untuk terus berlangsungnya perkembangan ekonomi harus 
ada akumulasi kapital yang berasal dari investasi dan tabungan 
(Sumitro, 1994: 27-32). Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 
menunjukkan tahap industrialisasi yang dicapai suatu daerah dan 
akan merangsang kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah tersebut 
dan teori Tulus Tambunan (2003: 251) dimana semakin tinggi 
tahap industrialisasi yang dicapai suatu daerah berarti 
menunjukkan tingkat kemampuan daerah untuk membiayai 
kebutuhannya sendiri semakin besar. 
Hasil pengolahan data dalam penelitian ini pengaruh 
investasi dan tingkat industrialisasi terhadap derajat desentralisasi 
sifatnya negatif. Hal ini dapat terjadi karena dalam penelitian ini 
tolok ukur derajat desentralisasi dan tingkat industrialisasi 
ditetapkan dalam interval yang sudah ditentukan sedangkan tingkat 
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investasi dan diukur dengan besarnya tingkat pertumbuhan, 
sehingga setelah di-regresi-kan memungkinkan hasilnya negatif.  
Berdasar data observasi di muka dapat dilihat bahwa di semua 
Kabupaten/ Kota di Wilayah Soloraya tingkat  pertumbuhan 
investasi positif, adapun tingkat industrialisasi di  Kabupaten/ Kota 
di Wilayah Soloraya (kecuali Kabupaten Wonogiri yang masih 
tahap ”non industrialisasi”) rata-rata meningkat dari tahap ”menuju 
proses industrialisasi” menjadi ”semi industrialisasi” bahkan 
Kabupaten Karanganyar  telah memasuki tahap ”industrialisasi 
penuh”.    Sedangkan derajat desentralisasi pada era setelah krisis 
ekonomi (era otonomi daerah) rata-rata mengalami penurunan 
kemandirian daerah,  di  Kabupaten/ Kota di Wilayah Soloraya 
rata-rata berada dalam derajat kurang/ sangat kurang mandiri. Hal 
ini bukan karena Pendapatan Asli Daerah yang menurun ataupun 
tidak berkembang, karena dilihat dari nominalnya Pendapatan Asli 
Daerah meningkat secara signifikan sebagaimana terlihat pada data 
masing-masing daerah di depan, namun lebih karena perubahan 
kebijakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah di Daerah di era 
otonomi daerah yang dimulai dengan keluarnya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan 
antara Pusat dan Daerah yang menyebabkan porsi dana dari 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah di Daerah semakin besar 
(baik berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi 
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hasil pajak dan bukan pajak, dan lain-lain) . Kondisi ini 
mengakibatkan rasio/ perbandingan Pendapatan Asli Daerah 
dengan Total Penerimaan Daerah yang menjadi tolok ukur Tingkat 
Kemandirian Daerah bagi Kabupaten/ Kota yang tidak dapat 
memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah-nya mengikuti 
pertumbuhan Total Penerimaan Daerah-nya mengalami penurunan. 
 
b. Variabel Dominan yang Mempengaruhi Derajat Desentralisasi 
Nilai koefisien persamaan regresi data panel ( hetab  
unstandardized coefficient) dengan memperhatikan unsur wilayah 
dan periode waktu menunjukkan bahwa tingkat industrialisasi 
merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap besarnya 
derajat desentralisasi (kemandirian daerah), dimana dalam kondisi 
cateris paribus kenaikan tingkat industrialisasi sebesar 1% secara 
signifikan akan berdampak pada derajat desentralisasi sebesar 
0,41%. Hal ini terjadi karena sebagaimana pendapat Suseno (1990: 
22) bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB menunjukkan 
tahap industrialisasi yang dicapai suatu daerah dan akan 
merangsang kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah tersebut dan teori 
Tulus Tambunan (2003: 251) bahwa semakin tinggi tahap 
industrialisasi yang dicapai suatu daerah berarti menunjukkan 




c. Perbedaan Kemandirian Daerah diantara Kabupaten dan Kota di 
Wilayah Soloraya. 
Nilai koefisien persamaan regresi data panel ( hetab  
unstandardized coefficient) dengan memperhatikan unsur wilayah 
dan periode waktu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
derajat desentralisasi (kemandirian daerah) diantara Kabupaten dan 
Kota di Wilayah Soloraya. Hal ini terjadi karena masing-masing 
daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik dari jumlah 
penduduk, tingkat pendidikan dan penyebaran tenaga kerja, 
besarnya pendapatan perkapita, kontribusi sektor terhadap PDRB, 
pertumbuhan investasi maupun laju industrialisasi –nya 
sebagaimana telah diuraikan dimuka.  
 
d.  Perbedaan Kemandirian Daerah pada Era Sebelum dan Setelah 
Krisis Ekonomi  
Nilai koefisien persamaan regresi data panel ( hetab  
unstandardized coefficient) dengan memperhatikan unsur wilayah 
dan periode waktu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
derajat desentralisasi (kemandirian daerah) antara era sebelum dan 
setelah krisis ekonomi. Pada era setelah krisis ekonomi (era 
otonomi daerah) Kabupaten/ Kota di Wilayah Soloraya rata-rata 
berada dalam derajat kurang/ sangat kurang mandiri. Hal ini bukan 
karena Pendapatan Asli Daerah yang menurun ataupun tidak 
berkembang, karena dilihat dari nominalnya Pendapatan Asli 
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Daerah meningkat secara signifikan sebagaimana terlihat pada data 
masing-masing daerah di depan, namun lebih karena perubahan 
kebijakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah di Daerah di era 
otonomi daerah yang dimulai dengan keluarnya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan 
antara Pusat dan Daerah yang menyebabkan porsi dana dari 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah di Daerah semakin besar 
(baik berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi 
hasil pajak dan bukan pajak, dan lain-lain) . Kondisi ini 
mengakibatkan rasio/ perbandingan Pendapatan Asli Daerah 
dengan Total Penerimaan Daerah yang menjadi tolok ukur Tingkat 
Kemandirian Daerah bagi Kabupaten/ Kota yang tidak dapat 
memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah-nya mengikuti 




















Berdasarkan hasil analisis data atas variabel pertumbuhan 
pendapatan perkapita, tingkat investasi, tingkat industrialisasi dan derajat 
desentralisasi yang menjadi ukuran kemandirian daerah dengan 
memperhatikan unsur wilayah (Wilayah Soloraya) dan periode waktu (era 
sebelum dan setelah krisis ekonomi), dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut :  
 
1. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, Tingkat Investasi dan 
Tingkat Industrialisasi terhadap Kemandirian Daerah di Wilayah 
Soloraya 
 
Secara simultan/ bersama-sama pendapatan perkapita, tingkat 
investasi dan tingkat industrialisasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap besarnya derajat desentralisasi. Secara individual hanya 
tingkat industrialisasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap 
besarnya derajat desentralisasi dan pengaruhnya bersifat negatif, 
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artinya peningkatan kontribusi sektor industri terhadap PDRB akan 
menurunkan derajat desentralisasi. Hal ini dapat terjadi karena dalam 
penelitian ini tolok ukur derajat desentralisasi dan tingkat 
industrialisasi ditetapkan dalam interval yang sudah ditentukan, 
sehingga setelah di-regresi-kan memungkinkan hasilnya negatif.  
Berdasar data observasi di muka dapat dilihat bahwa tingkat 
industrialisasi di  Kabupaten/ Kota di Wilayah Soloraya (kecuali 
Kabupaten Wonogiri yang masih tahap ”non industrialisasi”) rata-rata 
meningkat dari tahap ”menuju proses industrialisasi” menjadi ”semi 
industrialisasi” bahkan Kabupaten Karanganyar  telah memasuki tahap 
”industrialisasi penuh”.    Sedangkan derajat desentralisasi pada era 
setelah krisis ekonomi (era otonomi daerah) rata-rata mengalami 
penurunan kemandirian daerah,  di  Kabupaten/ Kota di Wilayah 
Soloraya rata-rata berada dalam derajat kurang/ sangat kurang mandiri. 
Hal ini bukan karena Pendapatan Asli Daerah yang menurun ataupun 
tidak berkembang, karena dilihat dari nominalnya Pendapatan Asli 
Daerah meningkat secara signifikan sebagaimana terlihat pada data 
masing-masing daerah di depan, namun lebih karena perubahan 
kebijakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah di Daerah di era 
otonomi daerah yang dimulai dengan keluarnya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan antara 
Pusat dan Daerah yang menyebabkan porsi dana dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah di Daerah semakin besar (baik berupa Dana 
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Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi hasil pajak dan bukan 
pajak, dan lain-lain) . Kondisi ini mengakibatkan rasio/ perbandingan 
Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah yang 
menjadi tolok ukur Tingkat Kemandirian Daerah bagi Kabupaten/ Kota 
yang tidak dapat memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah-nya 
mengikuti pertumbuhan Total Penerimaan Daerah-nya mengalami 
penurunan. 
 
2. Variabel paling Dominan yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah di 
Wilayah Soloraya 
 
Tingkat industrialisasi merupakan variabel yang paling 
dominan berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya derajat 
desentralisasi (kemandirian daerah), hal ini dapat terjadi karena 
kontribusi sektor industri terhadap PDRB akan merangsang kegiatan-
kegiatan ekonomi di daerah tersebut dan berdampak pada kemampuan 
daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri sebagaimana teori 
Tulus Tambunan (2003: 251).  
 
3. Perbedaan Kemandirian Daerah diantara Kabupaten dan Kota di 
Wilayah Soloraya. 
Terdapat perbedaan tingkat derajat desentralisasi (kemandirian 
daerah) diantara Kabupaten dan Kota di Wilayah Soloraya. Hal ini 
terjadi karena masing-masing daerah mempunyai karakteristik yang 
berbeda, baik dari jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan 
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penyebaran tenaga kerja, besarnya pendapatan perkapita, kontribusi 
sektor terhadap PDRB, pertumbuhan investasi maupun laju 
industrialisasi –nya.  
 
4. Perbedaan Kemandirian Daerah pada Era Sebelum dan Setelah Krisis 
Ekonomi  
Terdapat perbedaan tingkat derajat desentralisasi (kemandirian 
daerah) antara era sebelum dan setelah krisis ekonomi. Pada era setelah 
krisis ekonomi (era otonomi daerah) Kabupaten/ Kota di Wilayah 
Soloraya rata-rata berada dalam derajat kurang/ sangat kurang mandiri. 
Hal ini bukan karena Pendapatan Asli Daerah yang menurun ataupun 
tidak berkembang, karena dilihat dari nominalnya Pendapatan Asli 
Daerah meningkat secara signifikan sebagaimana terlihat pada data 
masing-masing daerah di depan, namun lebih karena perubahan 
kebijakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah di Daerah di era 
otonomi daerah yang dimulai dengan keluarnya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Perimbangan Keuangan antara 
Pusat dan Daerah yang menyebabkan porsi dana dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah di Daerah semakin besar (baik berupa Dana 
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi hasil pajak dan bukan 
pajak, dan lain-lain) . Kondisi ini mengakibatkan rasio/ perbandingan 
Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah yang 
menjadi tolok ukur Tingkat Kemandirian Daerah bagi Kabupaten/ Kota 
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yang tidak dapat memacu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah-nya 






Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan atas 
pengaruh pertumbuhan pendapatan perkapita, tingkat investasi, tingkat 
industrialisasi terhadap kemandirian daerah/ derajat desentralisasi di 
Wilayah Soloraya dapat peneliti sarankan untuk : 
 
1. Meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara menggiatkan usaha di 
semua sektor perekonomian yang dapat memacu perkembangan 
ekonomi sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah yang 
diperoleh dari pajak dan retribusi 
- Kota Surakarta, dengan adanya asset budaya yang ada di kota ini 
serta fungsinya sebagai kawasan hinterland  memberikan peluang 
usaha sektor jasa pariwisata  (hotel, restoran, toko souvenir, biro 
perjalanan), perdagangan (pusat grosir, pertokoan) dan industri 
(batik dan kerajinan tangan). 
- Kabupaten Sukoharjo, dengan perkembangan wilayah ”kota Satelit 
Solobaru” memberikan peluang usaha sektor perdagangan (pusat 
grosir, pertokoan) dan jasa hiburan.  Disamping itu industri tekstil, 
garmen dan furnitur berpeluang besar untuk berkembang dengan 
membangun kemitraan dengan industri kecil. 
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- Kabupaten Boyolali, dengan asset wisata di kawasan lereng 
Gunung Merapi memberikan peluang usaha sektor jasa pariwisata  
(hotel, restoran, toko souvenir, biro perjalanan), disamping itu 
sebagai sentra susu sapi  sektor peternakan  sangat berpeluang 
untuk dikembangkan. 
- Kabupaten Karanganyar, memberikan peluang usaha sektor jasa 
pariwisata  (hotel, restoran, toko souvenir, biro perjalanan), 
budidaya tanaman hias dan budidaya perikanan 
- Kabupaten Sragen, memberikan peluang usaha sektor industri 
kerajinan batik serta budidaya tanaman melon dan semangka 
- Kabupaten Klaten, memberikan peluang usaha sektor industri 
mebel, garmen dan pengecoran logam serta pengembangan agro 
industri 
- Kabupaten Wonogiri, memberikan peluang usaha sektor sektor jasa 
pariwisata  (hotel, restoran, toko souvenir, biro perjalanan), 
budidaya tanaman pangan , budidaya perikanan dan industri jamu 
tradisional 
 
2. Meningkatkan investasi yang ada di daerah dengan cara meningkatkan 
kemampuan menarik investor untuk berinvestasi di daerah. Hal ini 
dapat dilakukan dengan menggalang kerjasama antar daerah untuk 
melakukan penawaran bersama atas proyek investasi yang dimiliki 
daerah (semacam Central Java Infrastucture Bussines Forum ) 
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- Kota Surakarta, peluang investasi yang dapat ditawarkan dalam 
sektor jasa pariwisata  (hotel, restoran, toko souvenir, biro 
perjalanan), perdagangan (pusat grosir, pertokoan) dan industri 
(batik dan kerajinan tangan) serta yang paling baru adalah kawasan 
hunian ekslusif di tengah kota 
- Kabupaten Sukoharjo, peluang investasi yang dapat ditawarkan 
dalam sektor perdagangan (pusat grosir, pertokoan) dan jasa 
hiburan serta penanaman modal  untuk membangun kemitraan 
dengan industri kecil (garmen dan furnitur) 
- Kabupaten Boyolali, peluang investasi yang dapat ditawarkan 
dalam sektor jasa pariwisata  (hotel, restoran, toko souvenir, biro 
perjalanan), serta pengembangan peternakan  sapi perah  
- Kabupaten Karanganyar, peluang investasi yang dapat ditawarkan 
dalam sektor jasa pariwisata  (hotel, restoran, toko souvenir, biro 
perjalanan), budidaya tanaman hias dan budidaya perikanan 
- Kabupaten Sragen, peluang investasi yang dapat ditawarkan dalam 
sektor industri kerajinan batik serta budidaya tanaman melon dan 
semangka 
- Kabupaten Klaten, peluang investasi yang dapat ditawarkan dalam 
sektor industri mebel, garmen dan pengecoran logam serta 
pengembangan agro industri 
- Kabupaten Wonogiri, peluang investasi yang dapat ditawarkan 
dalam sektor sektor jasa pariwisata  (hotel, restoran, toko souvenir, 
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biro perjalanan), budidaya tanaman pangan , budidaya perikanan 
dan industri jamu tradisional 
 
3. Mengintensifkan penggalian dana daerah yang diperoleh dari pajak dan 
retribusi (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan 
jalan umum, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, bea balik nama, 
retribusi ijin usaha/HO,  retribusi angkutan umum, retribusi kios/los 
pasar, retribusi parkir, retribusi IMB dan retribusi kebersihan) sehingga 
kontribusinya kepada Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan 
kemampuan keuangan daerah.  
 
Diharapkan apabila upaya-upaya perbaikan sudah dilakukan, 
perkembangan ekonomi akan berkembang ke arah yang positif , sehingga 
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   pertumbuhan sudah dihitung   
          
          
NO TAHUN/DAERAH   DD GDP IS IND D 
1 2   3   4 5 6 7 8 
1 ###   Surakarta   #### 258,78  771,40  18,06  0,00  
2 ###   Boyolali   #### 56,16  2,45  12,51  0,00  
3 ###   Sukoharjo   #### 99,30  73,69  18,92  0,00  
4 ###   Karanganyar   #### 233,35  101,25  28,73  0,00  
5 ###   Wonogiri   #### 39,28  50,86  5,68  0,00  
6 ###   Sragen   #### 45,88  38,85  3,03  0,00  
7 ###   Klaten   #### 65,51  29,44  13,43  0,00  
8 ###   Surakarta   #### 228,79  10,40  24,04  0,00  
9 ###   Boyolali   #### 216,97  2,45  18,91  0,00  
# ###   Sukoharjo   #### 265,21  4,26  18,92  0,00  
# ###   Karanganyar   #### 125,34  79,34  39,14  0,00  
# ###   Wonogiri   #### 139,03  30,21  5,55  0,00  
# ###   Sragen   #### 161,99  21,21  14,03  0,00  
# ###   Klaten   #### 193,82  13,71  20,04  0,00  
# ###   Surakarta   #### 131,13  5,15  29,65  1,00  
# ###   Boyolali   9,42  227,60  45,69  18,91  1,00  
# ###   Sukoharjo   7,25  187,84  (39,36) 31,02  1,00  
# ###   Karanganyar   7,35  170,60  95,03  49,09  1,00  
# ###   Wonogiri   9,49  180,95  113,62  3,68  1,00  
# ###   Sragen   9,42  195,31  208,83  20,39  1,00  
# ###   Klaten   4,68  173,17  67,19  21,12  1,00  
# ###   Surakarta   #### 32,42  323,34  28,67  1,00  
# ###   Boyolali   #### 13,34  60,79  16,32  1,00  
# ###   Sukoharjo   7,99  12,21  (49,36) 30,50  1,00  
# ###   Karanganyar   7,96  23,55  (62,56) 52,55  1,00  
# ###   Wonogiri   8,02  15,87  72,11  4,44  1,00  
# ###   Sragen   #### 18,44  32,43  21,49  1,00  
# ###   Klaten   6,45  21,98  73,75  21,55  1,00  
          
          
          
          
          
  LAMPIRAN  I  :  DATA PENELITIAN   
          
          
 NO TAHUN KABUPATEN/KOTA DD GDP IS IND 
 1 2 3 4 5 6 7 
 1 1990 0 Surakarta 0 43,99  37,60  71,80  18,06  
 2 1990 0 Boyolali 1 14,81  11,80  0,60  12,51  
 3 1990 0 Klaten 2 15,25  13,40  6,60  13,43  
 4 1990 0 Sukoharjo 3 20,80  11,88  14,80  18,92  
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 5 1990 0 Wonogiri 4 17,89  5,60  10,80  5,68  
 6 1990 0 Karanganyar 5 20,31  35,10  19,10  28,73  
 7 1990 0 Sragen 6 14,60  9,90  8,50  3,03  
 8 1995 0 Surakarta 0 35,85  34,60  2,50  24,04  
 9 1995 0 Boyolali 1 18,73  33,40  2,10  18,91  
 10 1995 0 Klaten 2 16,01  30,90  3,20  20,04  
 11 1995 0 Sukoharjo 3 18,04  38,20  1,00  18,92  
 12 1995 0 Wonogiri 4 21,74  24,30  6,80  5,55  
 13 1995 0 Karanganyar 5 10,72  22,50  15,70  39,14  
 14 1995 0 Sragen 6 25,01  27,20  4,90  14,03  
 15 2000 1 Surakarta 0 19,61  23,30  1,20  29,65  
 16 2000 1 Boyolali 1 9,42  34,50  9,80  18,91  
 17 2000 1 Klaten 2 4,68  28,60  13,70  21,12  
 18 2000 1 Sukoharjo 3 7,25  30,30  (88,67) 31,02  
 19 2000 1 Wonogiri 4 9,49  29,50  20,90  3,68  
 20 2000 1 Karanganyar 5 7,35  28,30  18,20  49,09  
 21 2000 1 Sragen 6 9,42  31,10  32,60  20,39  
 22 2005 1 Surakarta 0 17,71  7,30  43,40  28,67  
 23 2005 1 Boyolali 1 12,51  3,20  12,60  16,32  
 24 2005 1 Klaten 2 21,98  5,10  14,80  1,00  
 25 2005 1 Sukoharjo 3 7,99  2,90  (88,15) 30,50  
 26 2005 1 Wonogiri 4 8,02  3,70  14,50  4,44  
 27 2005 1 Karanganyar 5 7,96  5,40  (87,22) 52,55  
 28 2005 1 Sragen 6 11,02  4,30  7,30  21,49  
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